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ABSTRAK 
 
Mohammad Syaroful Husna. D0114078. 2018. “Implementasi Strategi Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Surakarta Dalam 
Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi”. Skripsi. Program 
Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 134 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi strategi 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam 
penataan permukiman kumuh di Kawasan Semanggi. Kota Surakarta merupakan 
kota terpadat di Jawa Tengah dengan angka kepadatan penduduk pada tahun 2016 
yaitu 11.677,74 jiwa/km². Padatnya penduduk di Kota Surakarta menimbulkan 
adanya permukiman kumuh. Jika dilihat dari perbandingan luas wilayah dengan 
luas kawasan permukiman kumuh, Kota Surakarta memiliki persentase luas 
kawasan permukiman kumuh paling tinggi di Jawa Tengah yaitu 8,17%. Adapun 
luas wilayah Kota Surakarta adalah 4.404 hektar dan luas permukiman kumuh 
Kota Surakarta yaitu 359,55 hektar. Dalam penelitian ini, menganalisis dengan 
menggunakan tiga indikator implementasi strategi yaitu program, anggaran dan 
prosedur untuk mengetahui implementasi strategi dalam penataan permukiman 
kumuh di Kawasan Semanggi. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. 
Penentuan sumber data menggunakan purposive sampling. Validitas data 
menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model 
analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan implementsi strategi Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam penataan 
permukiman kumuh di Kawasan Semanggi pada tahun 2017 sudah dilaksanakan 
dengan baik, sesuai dengan perencanaan. Terdapat 2 (dua) program dalam 
penataan permukiman kumuh di Kawasan Semanggi yaitu program 
pengembangan perumahan dan program pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong. Dari kedua program dijabarkan menjadi kegiatan yaitu: (1) peningkatan 
kualitas rumah tidak layak huni (2) pembangunan sarana dan prasarana rumah 
sederhana sehat (3) pemeliharaan saluran drainase. Pada prinsipnya kegiatan 
sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu 
peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang tersendat karena keterlambatan 
pembangunan rumah karena faktor cuaca dan suplai atau pengiriman material 
tersendat yang disebabkan susahnya akses menuju lokasi pembangunan. Dari segi 
anggaran, realisasinya sesuai dengan target. Adapun dari segi prosedur, dalam 
melaksanakan program berdasarkan pada masing-masing SOP yang telah 
ditetapkan. 
 
 
Kata Kunci : Implementasi Strategi, Penataan, Permukiman Kumuh 
 
 
 
xvii 
 
ABSTRACT 
 
Mohammad Syaroful Husna. D0114078. 2018. “Implementation of the 
Strategy Department of Housing Settlements, Settlement and Land Affairs of 
Surakarta City in Slum Area Arrangement in Semanggi Area”. Thesis. 
Public Administration Science Program. Faculty of Social and Political 
Sciences. Sebelas Maret University. Surakarta. 134 pages. 
 
This study aims to describe the implementation of the strategy Department 
of Housing, Settlement and Land Affairs of Surakarta City in slum area 
arrangement in Semanggi Area. Surakarta is the densest city in Central Java with 
population density in 2016 was 11,677,74 people/km². The density of the 
population in Surakarta caused a slum area. If seen from a comparison of the 
extent of area with the extent of slum area, Surakarta has the highest percentage of 
slum area in Central Java at 8.17%. The total area of Surakarta is 4,404 hectares 
and the slum area of Surakarta is 359.55 hectares. In this research, analyzing by 
using three indicators of strategy implementation that is program, budget and 
procedure to know the strategy of implementation in slum area arrangement in 
Semanggi area. 
This research uses descriptive qualitative. Data collection techniques 
through in-depth interviews, documentation and observation. Determination of 
data sources uses purposive sampling. Data validity uses triangulation method. 
Data analysis techniques uses interactive analysis model. 
The result of this research shows that the implementation of Strategy 
Department of Housing Settlements, Settlement and Land Affairs of Surakarta 
City in slum area arrangement in the Semanggi area in 2017 has been well 
implemented, in accordance with the planning. There are 2 (two) programs in 
slum area arrangement in Semanggi area that is housing development program 
and development of drainage channels program/water tunnel. From those two 
programs are described as activities that are: (1) improvement of quality of 
deteriorated houses (2) construction of simple healthy home facility and 
infrastructure (3) maintenance of drainage channels. In principle, the activities 
have been well implemented, although there is 1 (one) activity that is the 
improvement of quality of deteriorated house which is faltered due to delays in 
the construction of houses due to weather conditions and the supply or delivery of 
stagnant material due to the difficulty of access to the construction site. In terms 
of budget, the realization is on target. In terms of procedures, in implementing the 
program based on each SOP that has been set. 
 
 
Keywords: Implementation of Strategy, Arrangement, Slum Area 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 
Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Permukiman adalah bagian dari 
lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang 
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 
kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 
Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting 
dalam kebutuhan hidup manusia. Permukiman juga sebagai tempat atau 
daerah untuk bertempat tinggal dan menetap. 
Perkembangan perumahan dan permukiman di Indonesia 
khususnya di perkotaan merupakan pengaruh dari adanya perkembangan 
kota yang semakin pesat, pertumbuhan penduduk serta bertambahnya 
kegiatan masyarakat (Firdianti:2010). Indonesia merupakan negara 
berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia urutan ke-4 
setelah China, India, Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Badan Pusat 
Statistik, jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 2013-
2017 meningkat. Dapat dilihat pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 
Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Tahun 2013-2017 
Tahun 
Jumlah Penduduk 
(juta jiwa) 
2013 248,8 
2014 252,2 
2015 255,5 
2016 258,7 
2017 261,8 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
 
Pesatnya perkembangan penduduk tersebut tidak selalu diimbangi 
dengan pelayanan kota yang baik, sehingga berakibat pada munculnya 
kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk disuatu perkotaan terjadi 
karena adanya beberapa faktor, diantaranya yaitu pertumbuhan alami yaitu 
pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan 
kematian. Kemudian bisa juga disebabkan karena urbanisasi yaitu 
perpindahan penduduk dari desa ke kota yang biasanya bertujuan untuk 
mencari pekerjaan dan menetap (Saputro:2016). 
Kepadatan penduduk menjadi salah satu masalah yang harus 
dihadapi diberbagai wilayah di Indonesia. Luas daratan Indonesia adalah 
1.919.440 km² dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari 
Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 sebanyak 261,8 juta jiwa. 
Angka kepadatan penduduk di Indonesia menurut data Badan Pusat 
Statistik dari tahun 2013 sampai tahun 2017 meningkat. Apabila 
pertumbuhan penduduk terus bertambah, maka kepadatan penduduk akan 
terus meningkat. Sehingga, tentu akan menimbulkan berbagai dampak 
permasalahan pada lingkungan diantaranya adanya permukiman kumuh. 
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Laju pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan kepadatan 
penduduk di daerah perkotaan tentu akan menimbulkan berbagai 
permasalahan di daerah perkotaan seperti kemacetan dan kesemrawutan 
kota, meningkatnya kriminalitas, kemiskinan, dan munculnya pemukiman 
kumuh atau daerah slum (Malau:2013). 
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 
Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Permukiman kumuh adalah 
permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, 
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta 
sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 
Adapun data permukiman kumuh di Indonesia berdasarkan Surat 
Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 
Dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum 
Program Kota Tanpa Kumuh bahwa pada tahun 2016 masih terdapat 
35.291 hektar permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir 
seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan 
permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami 
penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, 
menyeluruh, dan tepat sasaran. 
Kriteria kawasan permukiman kumuh tersebut dilihat dari 
bangunan yang tidak teratur, tingkat kepadatan bangunan dan kualitas fisik 
bangunan atau rumah tidak layak huni. Kemudian sarana dan prasarana 
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yang tidak memenuhi syarat, seperti jalan lingkungan, saluran drainase, 
sanitasi dan lainnya. 
Menurut Lana Winayanti selaku Direktur Jenderal Pembiayaan 
Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 
dikutip dari sindonews.com (16 Mei 2017): 
“Jumlah selisih pasokan dan permintaan rumah masih 
sangat tinggi sehingga masyarakat sulit membeli rumah. 
Pembangunan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat, 
masih kurangnya backlog kiranya rumah layak huni 7,6 juta unit. 
Masih terdapat 3,4 juta unit rumah enggak layak huni." 
 
Padahal rumah yang layak huni merupakan salah satu yang harus 
dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 
64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1, rumah 
adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak 
huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 
Selain itu dari segi sarana dan prasarana juga tidak memenuhi 
syarat, seperti jalan rusak dan saluran drainase yang tidak terpelihara 
sehingga menyebabkan adanya genangan. Suatu sistem drainase yang baik 
haruslah mampu menampung dan mengalirkan air semaksimal mungkin, 
sehingga tidak akan terjadi genangan air dan banjir saat hujan turun 
(Elfarisa:2015). Sehingga lingkungan permukiman tentu akan menjadi 
bersih dan nyaman untuk ditempati. Sebagaimana yang diamanatkan 
dalam UUD 1945 pasal 28, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 
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batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pentingnya rumah dan 
lingkungan yang sehat sebagai tempat tinggal dan bertahan hidup tentu 
harus memenuhi syarat untuk ditempati atau layak huni. 
Pemerintah sebagai administrator publik dalam melakukan 
pelayanannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat dalam mengatasi kawasan permukiman kumuh memiliki Rencana 
Strategis yang termuat didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Tahun 2015-2019, yaitu: 
1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri 
konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan 
antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan 
kawasan perdesaan. 
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan 
pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. 
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan 
produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi 
penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada 
keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. 
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang 
layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan 
dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’. 
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan 
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber 
daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta 
penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan 
pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang 
 
 
6 
 
efektif, efiesien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung 
terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. 
 
Salah satu rencana strategis Kementerian PUPR dalam mengatasi 
kawasan permukiman kumuh yaitu menyelenggarakan pembangunan 
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan 
infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia 
Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’. Program 
yang dilakukan yaitu: 
1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, sasaran 
program yaitu: 
a. Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh 
penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan. 
b. Pengentasan permukiman kumuh perkotaan 0%. 
c. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah 
domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada 
tingkat kebutuhan dasar. 
d. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di 
kawasan perkotaan. 
2. Penyediaan Perumahan, sasaran program: 
a. Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum 
tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah 
umum. 
b. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya. 
c. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya.  
d. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, 
maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung. 
e. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan 
PSU pendukung. 
3. Pembiayaan Perumahan, sasaran program: 
a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman 
dan perumahan. 
b. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan. 
 
Sasaran dari program pembinaan dan pengembangan infrastruktur 
permukiman adalah terciptanya 100-0-100 yang artinya 100% akses air 
minum aman, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Hal 
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itu telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian 
PUPR dan hasilnya pada tahun 2016 seperti yang dikutip dari 
Liputan6.com (23 Januari 2017): 
Untuk mencapai target program 100-0-100, PUPR melalui 
Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan berbagai langkah 
dan hasilnya pada tahun 2016, penyediaan air minum aman telah 
mencapai 71, 66%, sanitasi layak 64,07% dan luasan permukiman 
kumuh yang perlu ditangani tersisa 8,18%. 
 
Salah satu kota di Indonesia yang terdapat kawasan permukiman 
kumuh yaitu Kota Surakarta. Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta 
nomor 413.21/38.3/1/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan 
Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta, luas 
kawasan permukiman kumuh di kota Surakarta 359,55 hektar terbagi 
menjadi 28 kawasan yang tersebar di 5 wilayah kecamatan kota Surakarta, 
meliputi Pasar Kliwon, Jebres, Banjarsari, Serengan dan Laweyan. 
Pemerintah Kota Surakarta sebagai administrator publik melalui 
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mengatasi 
permukiman kumuh memiliki Rencana Strategis tahun 2016-2021 yaitu 
percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan yang tidak layak huni dan 
pewujudan kawasan bebas kumuh. 
Penataan permukiman kumuh yang dilakukan sebagai perwujudan 
kawasan bebas kumuh dan rumah tidak layak huni keduanya terintegrasi. 
Keduanya pula terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan. Sehingga 
menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Akan tetapi, dalam 
penanganannya penataan permukiman kumuh merupakan prioritas 
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pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta. Hal 
tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kasi Perumahan Swadaya Dinas 
Perumahan Kawasan Permukiman dan Peratanahan Kota Surakarta: 
“Permukiman kumuh dan pemenuhan rumah layak huni 
yang dilakukan Disperkimtan tersebut juga terintegrasi dengan 
penanggulangan kemiskinan. Karena itu, bukan menjadi hal mudah 
dalam melakukan tindakan. Sehingga menjadi prioritas tertentu 
dalam penanganannya. Semua diarahkan untuk fokus ke prioritas” 
(wawancara, 19 Maret 2018) 
 
Munculnya kawasan lingkungan perumahan dan permukiman 
kumuh di Kota Surakarta tidak lepas dari adanya kepadatan penduduk di 
Kota Surakarta. Secara geografis, luas wilayah Kota Surakarta adalah 
44,04 km². Adapun jumlah pertumbuhan penduduk Kota Surakarta dapat 
dilihat pada tabel 1.2, sebagai berikut: 
Tabel 1.2 
Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2012-2016 
Tahun 
Jumlah Penduduk 
(jiwa) 
Pertumbuhan 
Penduduk (%) 
2012 505 413 0,08 
2013 507.825 0,08 
2014 510.077 0,08 
2015 512.226 0,47 
2016 514.171 0,46 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 
 
Melihat meningkatnya dan banyaknya jumlah penduduk kota 
Surakarta yang hanya menempati luas wilayah kota Surakarta tersebut, 
kota Surakarta termasuk padat dibandingkan dengan kabupaten/kota 
lainnya yang berada di Jawa Tengah. Dapat dilihat pada tabel 1.3. 
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Tabel 1.3 
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2015-2016 
No Kabupaten/Kota 
Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) 
2015 2016 
Kabupaten   
1 Cilacap 792,48 795.53 
2 Banyumas 1.232,24 1.243,32 
3 Purbalingga 1.155,24 1.166,99 
4 Banjarnegara 843,03 848,25 
5 Kebumen 923,71 926,61 
6 Purworejo 686,48 688,71 
7 Wonosobo 789,21 792,94 
8 Magelang 1.147,15 1.157,86 
9 Boyolali 949,38 954,93 
10 Klaten 1.767,64 1.774,39 
11 Sukoharjo 1.851,90 1.867,31 
12 Wonogiri 520,76 522,38 
13 Karanganyar 1.108,78 1.118,91 
14 Sragen 928,72 931,96 
15 Grobogan 683,97 687,50 
16 Blora 474,87 476,80 
17 Rembang 610,56 615,42 
18 Pati 826,78 831,54 
19 Kudus 1.955,22 1.979,21 
20 Jepara 1.183,37 1.200,80 
21 Demak 1.245,67 1.258,37 
22 Semarang 1.057,06 1.071,12 
23 Temanggung 857,04 864,70 
24 Kendal 940,15 947,53 
25 Batang 941,87 950,28 
26 Pekalongan 1.045,28 1.052,58 
27 Pemalang 1.273,42 1.277,41 
28 Tegal 1.619,75 1.624,86 
29 Brebes 1.074,59 1.079,11 
Kota   
1 Magelang 6.666,23 6.683,89 
2 Surakarta 11.633,57 11.677,74 
3 Salatiga 3.470,83 3.520,02 
4 Semarang 4.552,45 4.627,30 
5 Pekalongan 6.592,62 6.655,29 
6 Tegal 7.135,95 7.167,64 
Jawa Tengah 1.037,80 1.045,32 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 
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Menurut data diatas, kepadatan penduduk Kota Surakarta pada 
tahun 2015-2016 tertinggi se-Jawa Tengah. Hal tersebut menimbulkan 
berbagai dampak permasalahan pada lingkungan yaitu adanya kawasan 
permukiman kumuh. Diantaranya bangunan tidak teratur, tingkat 
kepadatan bangunan, bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis atau 
rumah tidak layak huni (RTLH), jalan lingkungan, saluran drainase, 
sanitasi dan lainnya. Padahal pada tahun 2016 dan 2017 seperti yang 
dikutip dari jatengprov.go.id bahwa kota Surakarta telah meraih 
penghargaan Adipura di bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan 
kota. 
Menurut Ahyani selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bapppeda) Kota Surakarta yang dikutip dari rri.co.id (24 
November 2016) menyatakan bahwa: “Masih banyak masyarakat yang 
tinggal di rumah tak layak huni (RLTH). Hal itu karena belum selesainya 
penanganan kawasan kumuh di perkotaan.” 
Selain itu, masih banyak kawasan dengan tidak terpeliharanya 
saluran drainase dan konstruksi saluran tidak memadahi. Hal tersebut 
seperti yang diungkapkan oleh Endah Sitaresmi selaku Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Surakarta yang dikutip dari merdeka.com (22 Juli 
2016): 
"Panjang saluran drainase di Solo adalah 35,7 kilometer 
untuk drainase primer, sedangkan drainase sekunder 67,5 
kilometer, dan drainase tersier 455,3 kilometer. Dari jumlah 
tersebut sekitar 40 persen saluran drainase tidak berfungsi optimal 
karena tingkat sedimentasi yang tinggi. Akibatnya sering muncul 
genangan air di perkotaan seusai hujan deras.” 
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Kota Surakarta selain memiliki kepadatan penduduk tertinggi di 
Jawa Tengah, jika dilihat dari perbandingan luas wilayah dengan luas 
kawasan permukiman kumuh, kota Surakarta juga memiliki persentase 
kawasan permukiman kumuh paling tinggi se-Jawa Tengah yaitu 8,17%. 
Dapat dilihat pada tabel 1.4, sebagai berikut: 
Tabel 1.4 
Perbandingan Luas Wilayah dengan Luas Kawasan 
Permukiman Kumuh Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2016 
No Kabupaten/Kota 
Luas Wilayah 
(Ha) 
Luas Kumuh 
(Ha) 
Perbandingan 
(%) 
Kabupaten    
1 Cilacap 2 13.851 26,88 0,01 
2 Banyumas 132.759 69,58 0,05 
3 Purbalingga 77.765 32,39 0,04 
4 Banjarnegara     106.974 78,94 0,07 
5 Kebumen 128.274 213,62 0,17 
6 Purworejo 103.482 197,41 0,19 
7 Wonosobo 98.468 70,83 0,07 
8 Magelang   108.573 85,09 0,08 
9 Boyolali 101.507 0,36 0,003 
10 Klaten 65.556 236,50 0,36 
11 Sukoharjo 46.666 38,05 0,08 
12 Wonogiri   182.237 47,98 0,03 
13 Karanganyar 77.220 100,16 0,13 
14 Sragen 94.649 3,60 0,004 
15 Grobogan 197.585 107,32 0,05 
16 Blora 179.440 66,15 0,04 
17 Rembang 101.410 114,41 0,11 
18 Pati 149.120 146,55 0,10 
19 Kudus 42.517 113,75 0,27 
20 Jepara 100.416 49,27 0,05 
21 Demak 89.743 381,51 0,43 
22 Semarang 94.686 477,92 0,50 
23 Temanggung 87.023 2.942,79 3,38 
24 Kendal 100.227 204,50 0,20 
25 Batang 78.895 112,66 0,14 
26 Pekalongan 83.613 671,84 0,80 
27 Pemalang 101.190 973,64 0,96 
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28 Tegal 87.970 325,00 0,37 
29 Brebes 165.773 94,74 0,06 
Kota    
1 Magelang 1.812 121,17 6,68 
2 Surakarta 4.404 359,55 8,16 
3 Salatiga 5.296 29,46 0,56 
4 Semarang 37.367 415,93 1,10 
5 Pekalongan 4.496 200,11 4,45 
6 Tegal 3.449 191,13 5,54 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
 
Salah satu kawasan permukiman kumuh di kota Surakarta yaitu 
kawasan Semanggi. Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta nomor 
413.21/38.3/1/2016, kawasan Semanggi merupakan prioritas pertama 
dalam penataan permukiman kumuh karena kawasan Semanggi 
merupakan kawasan dengan luas kawasan permukiman kumuh tertinggi di 
Kota Surakarta. Selain itu, kawasan Semanggi sendiri terletak pada fungsi 
strategis kota, karena terdapat drainase wilayah yaitu bengawan solo dan 
dilalui jalur rel KA. Kawasan Semanggi juga kawasan ekonomi dengan 
kepadatan penduduk tinggi. 
Secara geografis, luas wilayah kawasan Semanggi yaitu 168.13 
hektar. Kawasan Semanggi terbagi menjadi 5 kelurahan, yang meliputi 
kelurahan Gandekan, kelurahan Sewu, kelurahan Kedunglumbu, kelurahan 
Sangkrah dan kelurahan Semanggi. Adapun luas kawasan Semanggi yang 
termasuk kawasan permukiman kumuh yaitu 76.03 hektar yang tersebar 
diberbagai RT/RW, dapat dilihat pada tabel 1.5. 
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Tabel 1.5 
Persebaran Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi 
Kecamatan Kelurahan RW RT 
Jebres Gandekan I 1,2,3,4,5 
II 1 
II 1,2,3,4,6 
IV 2 
V 2,3 
VI 2,3,4,5 
IX 1,2,3 
Sewu VII 1,2,3 
VIII 1,4,5,6 
Pasar 
Kliwon 
Kedunglumbu I 2,3 
III 1,2,4,5 
VII 1,2,5,6 
Sangkrah I 1,2 
II 2,3,4 
III 1,2,3,4 
IV 1,2,3,4 
V 1,2,3,4 
VI 1,2,3 
IX 1,2,3,4,5 
X 2,3 
XI 1,2,3,4,5 
XII 1,2,3,4 
XIII 1,2,3,4,5,6 
Semanggi I 1,2,3,4,5,6,7 
II 3,4,5 
III 1,3,4,5 
IV 1,2,3,6,7,8,9 
V 1,6 
VI 3,4 
VII 1,2,4,5,6 
VIII 2 
X 1,2,3,4,5,6 
XIII 1,2,3,4 
XIX 1,2,3,4,5,6,7,8 
XX 3,4 
XXII 1,2 
XXIII 2,3,5 
Sumber : Lampiran Keputusan Walikota Surakarta nomor 
413.21/38.3/1/2016 
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Masalah dalam permukiman kumuh tersebut, didukung dengan 
adanya penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2016) yang menyatakan 
bahwa 
  “Permukiman Kota Surakarta masih tinggi dengan angka 
kemiskinan dan penduduk yang tinggal pada rumah tidak layak 
huni. Keterbatasan sarana prasarana pendukung, tumbuhnya 
kawasan permukiman ilegal (squatter) yang cenderung kumuh, 
terutama di kawasan bantaran sungai maupun pada tanah milik 
negara dan kepadatan bangunan yang tinggi menyebabkan 
kurangnya ruang terbuka hijau. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa satu hal yang menghambat proses implementasi kebijakan 
adalah faktor sumber daya.” 
 
Dalam penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Hariyanto 
(2007) tentang strategi penanganan kawasan kumuh sebagai upaya 
menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat 
mengatakan bahwa: 
  “Masalah perumahan dan permukiman merupakan masalah 
yang komplek dan perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan 
karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang masih 
belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Faktor penyebab 
munculnya kawasan yaitu faktor yang bersifat langsung atau faktor 
fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan) dan faktor yang 
bersifat tidak langsung yaitu faktor ekonomi masyarakat, sosial dan 
budaya masyarakat. Pada hakikatnya penyelesaian permasalahan 
lingkungan kumuh tidak dapat dilakukan oleh satu unit atau dinas, 
akan tetapi membutuhkan keterpaduan kegiatan dari setiap dinas 
yang akan berdampak terhadap perbaikan lingkungan kumuh.” 
 
Selain itu, dalam penelitian sebelumnya oleh Misankovaa dan 
Kocisova (2014) yang berjudul: “Strategic implementation as a part of 
strategic management” mengatakan bahwa: “Implementasi strategi 
sebagai bagian dari manajemen strategis merupakan faktor dasar 
keberhasilan perusahaan dimasa yang akan datang.” Manajemen strategis 
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diperlukan perumusan visi dan misi perusahaan dalam rencana bisnis. 
Manajemen strategis, perumusan strategi dan implementasi strategi 
merupakan alat penting perusahaan untuk pegembangan masa depan dan 
untuk mempertahankan daya saing. 
Melihat pentingnya permasalahan permukiman kumuh tersebut, 
pemerintah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi. Menjadi 
menarik kemudian untuk menyusun kajian ilmiah untuk menghasilkan 
analisis rinci bagaimanakah implementasi strategi dalam mewujudkan 
kawasan bebas kumuh di Kota Surakarta. Penataan permukiman kumuh di 
kota Surakarta sangat membutuhkan perhatian semua kalangan dalam 
rangka mengawal implementasinya. Apalagi permasalahan tentang 
permukiman kumuh sedang menjadi sasaran nasional yaitu mewujudkan 
kawasan permukiman menuju kota tanpa kumuh pada tahun 2020 
(RKPKP Surakarta:2015). 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana Implementasi Strategi Dinas Perumahan Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Dalam Penataan Permukiman 
Kumuh di Kawasan Semanggi? 
C. Tujuan Penelitian 
Mendeskripsikan Implementasi Strategi Dinas Perumahan Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Dalam Penataan Permukiman 
Kumuh di Kawasan Semanggi. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat penelitian untuk kepentingan teoritis dapat menjadi 
penambahan pemahaman bagi peneliti mengenai implementasi strategi 
dalam penataan permukiman kumuh di Kota Surakarta yang dilakukan 
Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perumahan Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat penelitian untuk kepentingan praktis yaitu untuk 
membantu pemberian informasi mengenai kondisi permukiman kumuh 
kota Surakarta saat ini yang dikembangkan atau ditata menjadi 
kawasan permukiman yang layak untuk ditempati. Selain itu juga, 
kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi 
pengambilan kebijakan dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan dalam strategi penataan kawasan 
permukian kumuh di Kota Surakarta. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kajian Terdahulu 
Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk melihat fenomena atau 
permasalahan yang akan diteliti dan selanjutnya mencari solusi atas 
permasalahan tersebut. Penelitian juga dilakukan untuk memberi referensi 
untuk penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. 
Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan beberapa penelitian 
sebelumnya. Sehingga untuk mengetahui kebaruan dalam penelitian ini 
maka penting peneliti membandingkan dengan penelitian sebelumnya 
yang sejenis. 
Penelitian terkait manajemen strategi pada dasarnya telah banyak 
dilakukan. Beberapa diantaranya dapat dilihat pada matriks, sebagai 
berikut: 
Tabel 2.1 
Matriks Kajian/Penelitian Terdahulu 
No. 
Judul, Penulis, 
Tahun 
Isi Singkat Metode Relevansi 
1 Judul: 
“Strategic 
implementation as 
a part of strategic 
management” 
dalam Jurnal 
Procedia-Social 
and Behavioral 
Sciences. 
 
Penulis dan 
Tahun: 
Maria 
Misankovaa dan 
Penelitian ini membahas 
implementasi strategi 
sebagai bagian dari 
manajemen strategis. 
Strategi merupakan faktor 
dasar keberhasilan 
perusahaan dimasa yang 
akan datang. Hal ini 
diperlukan perumusan visi 
dan misi perusahaan dalam 
rencana bisnis. 
Manajemen strategis, 
perumusan strategi dan 
implementasi strategi 
Metode 
Penelitian 
Kualitatif 
Persamaan: 
Sama-sama 
mengidentifikasi 
implementasi 
strategis. 
Sebagaimana 
implementasi  
strategi 
merupakan salah 
satu bagian atau 
tahapan penting 
dalam 
pelaksanaan 
manajemen 
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Katarina 
Kocisova (2014) 
merupakan alat penting 
perusahaan untuk 
pegembangan masa depan 
dan untuk 
mempertahankan daya 
saing. 
Dalam artikel tersebut 
dalam menganalisis 
implementasi strategi 
menggunakan dua 
pendekatan yang 
komprehensif yaitu Model 
“7S” dan Balanced 
Scorecard. 
 
Model “7S” (Strategy, 
structure, systems, style, 
staff, skills, shared values) 
digunakan untuk 
meningkatkan kinerja 
perusahaan, memeriksa 
kemungkinan dampak 
perubahan di masa depan 
dalam perusahaan, 
menyesuaikan departemen 
dan proses selama merger 
atau akuisisi dan 
menentukan cara terbaik 
untuk menerapkan strategi 
yang diusulkan. 
 
Balanced Scorecard 
adalah sistem manajemen 
yang digunakan di 
perusahaan dalam 
pemanfaatan sumber daya. 
Balanced Scorecard 
digunakan sebagai 
orientasi terhadap 
pembelajaran organisasi, 
menyoroti status sumber 
daya manusia di 
perusahaan dan orientasi 
ke masa depan. 
 
 
strategi  
 
Perbedaan: 
Penelitian yang 
dilakukan oleh 
Maria 
Misankovaa dan 
Katarina 
Kocisova dalam 
menganilisis 
implementasi 
strategi 
menggunakan 
Model “7S” dan 
Balanced 
Scorecard. 
Sedangkan dalam 
penelitian ini 
dalam 
menganalisis 
implementasi 
strategi 
menggunakan 
teori 
implementasi 
yang 
dikemukakan oleh 
J. David Hunger 
dan Thomas L 
wheelen yaitu 
melalui 
pengembangan 
program, 
anggaran dan 
prosedur. 
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2 Judul: 
“Strategi 
Penanganan 
Kawasan Kumuh 
Sebagai Upaya 
Menciptakan 
Lingkungan 
Perumahan Dan 
Permukiman 
Yang Sehat” 
dalam Jurnal 
PWK Unisba. 
 
Penulis dan 
Tahun: 
Asep Hariyanto 
(2007) 
Penelitian ini membahas 
tentang strategi 
penanganan kawasan 
kumuh yang dilakukan 
oleh pemerintah. Masalah 
perumahan dan 
permukiman merupakan 
masalah yang komplek 
dan perlu mendapatkan 
perhatian, hal ini 
disebabkan karena rumah 
merupakan kebutuhan 
dasar manusia yang masih 
belum dapat dipenuhi oleh 
seluruh masyarakat. Faktor 
penyebab munculnya 
kawasan kumuh dibagi 
menjadi dua, yaitu faktor 
yang bersifat langsung dan 
faktor yang bersifat tidak 
langsung. 
 
Faktor-faktor yang bersifat 
langsung yang 
menyebabkan munculnya 
kawasan kumuh adalah 
faktor fisik (kondisi 
perumahan dan sanitasi 
lingkungan). Faktor 
lingkungan perumahan 
yang menimbulkan 
kekumuhan meliputi 
kondisi rumah, status 
kepemilikan lahan, 
kepadatan bangunan, 
koefisien Dasar Bangunan 
(KDB), dll, sedangkan 
faktor sanitasi lingkungan 
yang menimbulkan 
permasalahan meliputi 
kondisi air bersih, MCK, 
pengelolaan sampah, 
pembuangan air limbah 
rumah tangga, drainase, 
dan jalan. 
 
Metode 
Penelitian 
Kualitatif 
Persamaan: 
Penelitian yang 
dilakukan sama-
sama meneliti 
tentang 
permukiman 
kumuh. 
 
 
Perbedaan: 
Dalam penelitian 
yang dilakukan 
oleh Asep 
Hariyanto 
membahas 
tentang faktor-
faktor penyebab 
munculnya 
permukiman 
kumuh. 
Sebagaimana 
terdapat dua 
faktor, yaitu 
faktor yang 
bersifat langsung 
dan faktor yang 
bersifat tidak 
langsung. 
Sedangkan dalam 
penelitian ini 
membahas 
tentang 
bagaimana 
implementasi 
strategi yang 
dilakukan dalam 
penataan 
permukiman 
kumuh. 
Kemudian dikaji 
menggunakan 
teori 
implementasi 
dengan melalui 
pengembangan 
program, 
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Faktor-faktor yang bersifat 
tidak langsung adalah 
faktor-faktor yang secara 
langsung tidak 
berhubungan dengan 
kekumuhan tetapi faktor-
faktor ini berdampak 
terhadap faktor lain yang 
terbukti menyebabkan 
kekumuhan. Faktor-faktor 
yang dinilai berdampak 
tidak langsung terhadap 
kekumuhan adalah faktor 
ekonomi masyarakat, 
sosial dan budaya 
masyarakat. 
 
Strategi penanganan 
kawasan kumuh harus 
didasarkan pada upaya 
menanggulangi faktor-
faktor yang menyebabkan 
kekumuhan, baik faktor 
yang bersifat langsung 
maupun tidak langsung.  
Pada hakikatnya 
penyelesaian permasalahan 
lingkungan kumuh tidak 
dapat dilakukan oleh satu 
unit atau dinas, akan tetapi 
membutuhkan keterpaduan 
kegiatan dari setiap dinas 
yang akan berdampak 
terhadap perbaikan 
lingkungan kumuh. 
 
anggaran dan 
prosedur. 
3 Judul: 
“Effect Analysis 
on Strategy 
Implementation 
Drivers” dalam 
jurnal World 
Applied Sciences 
Journal. 
 
 
Dalam jurnal ini dikatakan 
bahwa implementasi 
strategi diyakini segabai 
kegiatan yang dinamis 
dalam proses manajemen 
strategis. Tujuan utama 
dari penelitian ini adalah 
untuk menguji hubungan 
struktural antara 
implementasi strategi dan 
Metode 
penelitian 
kuantitatif 
Persamaan: 
Penelitian 
tersebut memiliki 
keterkaitan 
dengan penelitian 
yang akan 
dilakukan yaitu 
sama-sama 
mengkaji tentang 
implementasi 
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Penulis dan 
Tahun: 
S. Sorooshian, Z. 
Norzima, I. Yusof 
and Y. Rosnah 
(2010) 
kinerja dalam perusahaan 
manufaktur kecil dan 
menengah. Untuk 
menerapkan strategi secara 
efektif, maka sangat 
penting dengan 
mempertimbangkan 
beberapa masalah 
organisasi. Peneliti 
mengidentifikasi tiga 
faktor fundamental dalam 
Implementasi Strategi: 
struktur, gaya 
kepemimpinan dan sumber 
daya. Penelitian ini juga 
secara khusus membahas 
pendorong utama 
implementasi strategi, 
yang berlaku di industri 
yang lebih kecil.  
 
strategi. 
 
Perbedaan: 
Penelitian yang 
dilakukan oleh S. 
Sorooshian, Z. 
Norzima, I. Yusof 
and Y. Rosnah 
mengkaji 
implementasi 
strategi 
menggunakan tiga 
faktor 
fundamental 
dalam 
implementasi 
strategi yaitu 
struktur, gaya 
kepemimpinan 
dan sumber daya. 
Sedangkan dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
teori 
implementasi 
strategi Huger & 
Wheelen yaitu 
melalui 
pengembangan 
program, 
anggaran dan 
prosedur. 
 
4 Judul: 
“Implementation 
of Strategic 
Management 
Practices in the 
Malaysian 
Construction 
Industry” dalam 
jurnal Pakistan 
Journal of 
Commerce and 
Social Sciences. 
 
Penelitian ini membahas 
manajemen strategis 
merupakan konsep yang 
berkaitan dengan 
pengambilan keputusan 
dan mengambil tindakan 
korektif untuk mencapai 
target dan tujuan jangka 
panjang dari suatu 
organisasi. Yang termasuk 
didalam manajemen 
strategis yaitu formulasi 
strategi, implementasi 
Metode 
penelitian 
kuantitatif 
Persamaan: 
Penelitian yang 
dilakukan 
keduanya 
mengidentifikasi 
tentang 
implementasi 
strategi.  
 
Perbedaan: 
Penelitian yang 
dilakukan oleh 
Abu Hassan Abu 
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Penulis dan 
Tahun: 
Abu Hassan Abu 
Bakar, 
Muhammad Asim 
Tufail 
(Corresponding 
author), 
Mohamad Nizam 
Yusof & Wiwied 
Virgiyanti (2011) 
strategi, pengawasan dan 
evaluasi. Pentingnya 
manajemen strategis dalam 
suatu perusahaan dengan 
menganalisis hubungan 
antara manajemen strategis 
dan kinerja organisasi. 
Umumnya praktik 
manajemen strategis dapat 
meningkatkan efisiensi di 
berbagai organisasi. 
Temuan dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar perusahaan 
yang mempraktikkan 
manajemen strategis 
memiliki tujuan yang jelas, 
strategi yang unggul untuk 
mencapai tujuan dan misi 
yang kuat untuk memandu 
organisasi menuju 
kesuksesan. 
 
Bakar dkk. 
tersebut 
membahas 
implementasi 
strategi dengan 
melihat kinerja 
(performance)  
dari perusahaan 
atau organisasi 
tersebut. 
Sedangkan dalam 
penelitian ini 
mendeskripsikan 
implementasi 
strategi yang 
dilakukan oleh 
organisasi dengan 
melihat program, 
anggaran dan 
prosedur. 
5 Judul: 
“Factors affecting 
Effective Strategy 
Implementation in 
a Service 
Industry: A Study 
of Electricity 
Distribution 
Companies in the 
Sultanate of 
Oman” dalam 
jurnal 
International 
Journal of 
Business and 
Social Science. 
 
Penulis dan 
Tahun: 
James Rajasekar 
(2014) 
Penelitian ini membahas 
tentang implementasi 
strategi dengan menyoroti 
secara rinci peran 
komunikasi perusahaan 
(internal dan eksternal), 
kepemimpinan, struktur 
organisasi, dan mekanisme 
kontrol. Penelitian ini 
mencakup aspek-aspek 
utama dari implementasi 
strategi yang umumnya 
berlaku untuk semua 
organisasi, seperti 
hubungan antara 
perumusan strategi dan 
implementasi, faktor-
faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan pelaksanaan, 
tantangan yang dihadapi 
organisasi, dan 
keterlibatan eksekutif.  
 
Metode 
penelitian 
kuantitatif. 
Persamaan: 
Sama-sama 
mengkaji tentang 
implementasi 
strategi. 
 
Perbedaan: 
Penelitian yang 
dilakukan oleh 
James Rajasekar 
penelitian ini 
membahas 
implementasi 
strategi dengan 
membahas secara 
rinci peran 
komunikasi 
perusahaan 
(internal dan 
eksternal), 
kepemimpinan, 
struktur 
organisasi, dan 
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mekanisme 
kontrol.  
 
Sedangkan dalam 
penelitian ini 
membahas proses 
implementasi 
strategi dengan 
membahas secara 
rinci tentang 
program yang 
dilaksanakan, 
anggaran yang 
dibutuhkan dan 
prosedur yang 
dilakukan. 
 
 
Kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggambarkan 
implementasi strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan dalam penataan permukiman kumuh menggunakan teori 
implementasi pendapat dari Hunger & Wheelen (2009) yaitu dengan 
mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui 
pengembangan program, anggaran dan prosedur. Selain itu, kebaruan 
dalam penelitian ini juga terletak pada subyek penelitian maupun lokasi 
penelitian. 
B. Kajian Pustaka 
1. Manajemen Strategi 
Menurut David (2006:5), Manajemen strategi didefinisikan 
sebagai suatu seni dan ilmu yang digunakan untuk memformulasi, 
mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang 
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memungkinkan sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya. Dalam 
hal ini pendapat David tersebut berfokus pada mengintegrasikan 
manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian, 
pengembangan, dan sistem informasi komputer untuk mencapai 
keberhasilan dari organisasi. 
Menurut Hunger & Wheelen (2009:4), Manajemen strategi 
adalah: 
“Serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang 
menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang yang 
meliputi: pengamatan lingkungan, perumusan strategi 
(perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), 
implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian.” 
 
Dalam hal ini pendapat Hunger & Wheelen menekankan pengamatan 
serta evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat 
kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut. 
Menurut Nawawi (2005:148), dalam mendefinisikan 
manajemen strategi adalah: 
“Sebuah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan 
keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai 
dengan penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh 
manajemen puncak dan dalam implementasinya dilaksanakan 
oleh seluruh jajaran organiasasi untuk mencapai tujuan.” 
 
Selain itu, menurut Pearce II & Robinson (2014:3), 
Manajemen strategi didefinisikan suatu rangkaian keputusan maupun 
tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi yang 
dirancang untuk mencapai tujuan atau sasaran-sasaran perusahaan. 
Dengan adanya manajemen strategi maka dapat meningkatkan 
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kesejahteraan perusahaan baik dari keuntungan yang dihasilkan 
maupun dari perilaku manajemen itu sendiri. 
Lebih lanjut menurut Pearce dan Robinson (2014:10), 
beberapa manfaat terhadap perilaku manajemen strategi meningkatkan 
kesejahteraan perusahaan : 
a. Kegiatan perumusan strategi memperkuat kemampuan perusahaan 
untuk mencegah timbulnya masalah.  
b. Keputusan strategi berbasis kelompok kemungkinan besar akan 
dipilih dari alternatif terbaik yang ada. Proses manajemen strategi 
menghasilkan keputusan yang lebih baik karena interaksi 
kelompok mampu menghasilkan variasi strategi yang banyak dan 
prediksi yang didasarkan pada sudut pandang khusus dari anggota 
kelompok untuk meningkatkan proses penyaringan pilihan. 
c. Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan 
pemahaman mereka mengenai hubungan antara produktivitas 
dengan imbalan pada setiap rencana strategi sehingga hal ini akan 
meningkatkan motivasi mereka. 
d. Kesenjangan dan tumpang tindih kegiatan antar individu dan 
kelompok akan berkurang karena partisipasi dalam perumusan 
strategi memperjelas perbedaan peran. 
e. Resistensi terhadap perubahan akan berkurang. 
 
Dari beberapa pengertian tentang manajemen strategi diatas 
maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen strategi adalah suatu 
proses atau rangkaian kegiatan dalam pengambilan keputusan dan 
tindakan yang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi yang 
dilakukan oleh organisasi untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi 
tersebut. 
2. Tahapan/Proses Manajemen Strategi 
Dari penjelasan terkait dengan manajemen strategi, bahwa 
manajemen strategi merupakan sebuah proses atau rangkaian kegiatan 
yang teridiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan antara satu 
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dengan yang lainnya. Tahapan dalam manajemen strategi bersifat 
dinamis dan saling berkesinambungan. Menurut David (2006:6) 
tahapan/proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu: 
a. Formulasi strategi, termasuk didalamnya mengembangkan visi 
dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal 
perusahaan, menentukan kekuatan dan kelmahan internal, 
menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif 
strategi dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. 
b. Implementasi strategi, implementasi strategi juga disebut dengan 
tahap pelaksanaan dalam manajemen strategi yang mensyaratkan 
perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat 
kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber 
daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat 
dijalankan. Implementasi strategi termasuk mengambangkan 
budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi 
yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan 
anggaran, mengembangkan dan menghubungkan kinerja 
karyawan dengan kinerja organisasi.  
c. Evaluasi strategi, merupakan tahap final dalam manajemen 
strategi. Tiga aktivitas dasar evaluasi strategi adalah meninjau 
ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi 
saat ini, mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif. 
Evaluasi dibutuhkan karena kesuksesan hari ini tidak menjamin 
kesuksesan di hari esok. 
 
Berikut ini merupakan tahapan/proses manajemen strategi 
menurut David (2006:19): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
Gambar 2.1 
Model Tahapan/Proses Manajemen Strategi Menurut David (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pendapat lain mengenai tahapan/proses manajemen strategi 
dikemukan oleh Pearce II & Robinson (2014:12) proses perumusan 
dan pengarahan aktivitas manajemen strategi bervariasi. Meskipun 
terdapat adanya perbedaan dalam perincian dan tingkat formalisasi, 
komponen-komponen dasar dari model yang digunakan untuk 
menganalisis operasi manajemen strategi pada umumnya hampir 
sama. 
Adapun model tahapan/proses manajemen strategis menurut 
Pearce II & Robinson (2014:13) sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 
Model Tahapan/Proses Manajemen Strategi Pearce II & 
Robinson (2014) 
Dari gambar model tahapan/proses manajemen strategi 
menurut Pearce & Robinson diatas dapat dilihat bahwa terdapat 11 
komponen, yaitu: 
a. Misi Perusahaan, merupakan tujuan unik yang membedakan suatu 
perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dan 
mengidentifikasikan lingkup dari operasinya. 
b. Analisis Internal, perusahaan menganalisis kuantitas dan kualitas 
sumber daya keuangan, manusia dan fisik perusahaan serta 
menilai kekuatan dan kelemahan manajemen dan struktur 
organisasi. 
c. Lingkungan Eksternal, terdiri atas seluruh kondisi dan kekuatan 
yang mempengaruhi pilihan strategis dan menentukan situasi 
kompetitifnya, 
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d. Analisis Strategis dan Pilihan Strategis, penilaian terhadap 
lingkungan eksternal dan profit perusahaan yang dilakukan secara 
simultan memungkinkan suatu perusahaan untuk mengidentifikasi 
beragam peluan interaktif yang menarik. 
e. Tujuan Jangka Panjang, merupakan hasil yang ingin dicapai 
perusahaan selama periode beberapa tahun. 
f. Strategi Umum dan Utama, didalam strategi umum seorang 
manajer biasanya menggabungkan kapabilitas-kapabilitas dengan 
keseluruhan rencana umum. Sedangkan strategi utama 
mengindikasikan bagaimana tujuan-tujuan perusahaan akan 
dicapai. Strategi utama merupakan suatu paket strategi jangka 
panjang yang unik. 
g. Tujuan Jangka Pendek, ialah proyeksi hasil yang ingin dicapai 
dalam periode satu tahun atau kurang. 
h. Taktik Fungsional, merupakan pernyataan terperinci mengenai 
“sarana” atau kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai 
tujuan jangka pendek dan menciptakan keunggulan kompetetif. 
i. Kebijakan, merupakan keputusan luas yang didasarkan pada 
keputusan sebelumnya yang mengarahkan atau menggantikan 
diskresi manajerial yang repetitif atau bersifat sensitif terhadap 
waktu. 
j. Restrukturisasi, Rekayasa dan Pemusatan Organisasi, merupakan 
istilah-istilah yang mencerminkan tahapan kritis dalam 
implementasi strategi dimana manajer berusaha membentuk 
kembali organisasinya. 
k. Pengendalian strategis dan Perbaikan Kontinu, pengendalian 
strategi berkaitan dengan penelusuran suatu strategi ketika 
diimplementasikan, mendeteksi masalah atau perubahan pada 
asumsi dasar serta membuat penyesuaian yang diperlukan. 
Sedangkan perbaikan kontinu menyediakan sarana bagi para 
manajer untuk menyajikan suatu bentuk perbaikan strategis yang 
memungkinkan organisasi dapat memberikan tanggapan secara 
lebih proaktif dan tepat waktu. 
 
Selain tahapan/proses manajemen strategi menurut David 
(2006) dan Pearce & Robinson (2014), terdapat tahapan/proses 
manajemen strategis menurut Hunger & Wheelen (2009). 
Tahapan/proses manajemen strategi menurut Hunger & Wheelen ini 
tidak jauh berbeda dengan tahapan/proses manajemen strategi lainnya. 
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Adapun menurut Hunger & Wheelen (2009:9) tahapan/proses 
manajemen strategi terdiri dari empat elemen dasar, yaitu: 
a. Pengamatan lingkungan, pengamatan lingkungan terdiri dari 
analisis lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal 
terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang 
berada diluar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam 
pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Selanjutnya, 
lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan 
kelemahan) yang ada didalam organisasi tetapi biasanya tidak 
dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen 
puncak.variable tersebut membentuk suasana diaman pekerjaan 
dilakukan, meliputi struktur, budaya dan sumber daya organisasi. 
b. Perumusan strategi, merupakan pengembangan rencana jangka 
panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman 
lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. 
Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, 
menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan 
strategi dan penetapan pedoman kebijakan. 
c. Implementasi strategi, adalah proses dimana manajemen 
mewujudkan strategi dan kebijakananya dalam tindakan melalui 
pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses tersebut 
mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur 
dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. 
Kecuali ketika diperlukan perubahan secara drastis pada 
perusahaan, manajer level menengah dan bawah akan 
mengimplementasikan strateginya secara khusus dengan 
pertimbangan dari manajemen puncak. 
d. Evaluasi dan pengendalian, adalah proses yang melaluinya 
aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan 
kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang 
diinginkan. Para manajer disemua level menggunakan informasi 
hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan 
memecahkan maslah. 
 
Berikut ini merupakan tahapan/proses manajemen strategi 
menurut Hunger & Wheelen (2009:12): 
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Gambar 2.3 
Model Tahapan/Proses Manajemen Strategi Hunger & Wheelen 
 
Tahapan/proses manajemen strategis menurut Hunger & 
Wheelen (2009) tersebut lebih jelas penekanannya pada setiap tahapan 
pokok utamanya serta lebih mudah untuk dipahami. Selain itu, dalam 
penelitian ini melihat salah satu tahapan/proses manajemen strategis 
yang diterapkan pada organisasi publik atau organisasi non profit. 
Sehingga dengan menggunakan tahapan/proses manajemen strategis 
menurut Hunger & Wheelen (2009) akan lebih sesuai karena sudah 
terlihat jelas pokok utamanya disetiap tahapan/prosesnya. 
3. Implementasi Strategi 
Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan tahapan/proses 
manajemen strategi yang diambil dari beberapa pendapat para ahli. 
Adapun salah satu tahapan/proses dalam manajemen strategis yaitu 
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tahap implementasi strategi atau tahap pelaksanaan strategi. Maka 
pada bahasan ini akan dijelaskan mengenai teori implementasi 
strategi. 
Menurut David (2006:7) implementasi atau penerapan strategi 
sering disebut “tahap aksi” dari manajemen strategis. Implementasi 
strategi merupakan suatu tindakan dalam memobilisasi karyawan dan 
manajer untuk melakukan strategi yang sebelumnya sudah 
dirumuskan. Dalam hal ini membutuhkan disiplin, komitmen dan 
pengorbanan personal. Keberhasilan dalam implementasi strategi 
tergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan. 
Suatu keputusan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya 
dalam perumusan strategi, tidak akan ada artinya tanpa adanya 
implementasi. Seperti yang diungkapkan oleh David (2006:338) 
bahwa rencana strategis yang secara teknis paling sempurna sekalipun 
hanya akan memberi sumbangan yang kecil bagi pencapaian tujuan 
jika tidak diimplementasikan dengan baik. Meskipun perumusan 
strategis dan implementasi strategi saling berhubungan, namun secara 
fundamental keduanya berbeda. 
Lebih lanjut, menurut David (2006:339) perbedaan antara 
perumusan atau formulasi strategi dengan implementasi, yaitu: 
a. Perumusan strategi memposisikan kekuatan sebelum dilakukan 
tindakan. Sedangkan implementasi strategi mengelola kekuatan 
yang mengelola semua hal selama tindakan dijalankan. 
b. Perumusan strategi berfokus pada efektivitas. Sedangkan 
implementasi strategi berfokus pada efisiensi. 
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c. Perumusan strategi adalah proses intelektual. Sedangkan 
implementasi strategi adalah proses operasional. 
d. Perumusan strategi membutuhkan keahlian intuitif dan analisis 
yang baik. sedangkan implementasi strategi membutuhkan 
motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan. 
e. Perumusan strategi membutuhkan koordinasi diantara beberapa 
individu. Sedangkan strategi membutuhkan koordinasi diantara 
banyak individu. 
 
Adapun definisi implementasi strategi menurut Hunger & 
Wheelen (2009:17) adalah proses dimana manajemen mewujudkan 
strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan 
program, anggaran dan prosedur. Lebih lanjut, seperti apa yang 
dikemukakan oleh Hunger & Wheelen (2009:296), untuk memulai 
proses implementasi, seorang manajer harus memperhatikan tiga 
pertanyaan, yaitu: 
a. Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah 
disusun? 
b. Apa yang harus dilakukan? 
c. Bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam 
implementasi akan melaksanakan berbagai hal yang diperlukan? 
 
Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis,  terkait 
siapa yang akan melaksanakan rencana strategis ini dalam 
implementasinya mungkin akan lebih banyak dibanding mereka yang 
merumuskan strategi. Adapun pelaksana strategi yaitu setiap orang 
yang ada dalam organisasi. 
Apa yang harus dilakukan, dalam hal ini untuk mendukung 
tercapainya implementasi strategi yang sebelumnya telah disusun, 
selanjutnya para manajer divisi dan wilayah fungsional bekerja sama 
dengan rekan manajer laiinya dalam mengembangkan program, 
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anggaran dan prosedur yang dibutuhkan dalam implementasi strategi. 
Adapun penjelasan dari ketiga indikator tersebut adalah: 
a. Program 
Program menurut Hunger & Wheelen (2009:296) adalah 
pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang 
diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. 
Program berisi uraian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 
sasaran strategi. Adapun tujuan dari program yaitu membuat suatu 
tindakan yang berorientasi pada strategi. 
Selain itu, program yang dibuat dalam bentuk kegiatan-
kegiatan harus bisa mempresentasikan penggunaan sumber daya 
yang memadahi. Dengan demikian, agar program yang telah dibuat 
dapat dilaksanakan secara realistis, maka diperlukan beberapa 
upaya, sebagai berikut: 
• Program yang dibuat harus memperhatikan prioritas tinggi dan 
memiliki dampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan 
sasaran instansi pemerintah 
• Dilakukan analisis mengenai sejauh mana tingkat keterkaitan 
antara visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan tersebut dengan 
program yang telah dibuat. Dalam hal ini pimpinan harus 
mengupayakan suatu keterkaitan yang menimbulkan 
keseimbangan antara program-program yang bersangkutan 
• Koordinasi terhadap program kerja yang dianggap penting agar 
dalam pengendaliannya tidak terlalu ketat dan tidak 
mengurangi kebebasan dan motivasi pegawai 
• Penyusunan program yang sederhana 
• Adanya kontribusi program dari setiap pimpinan unit 
• Program yang telah dibuat harus berkaitan dengan masa 
sekarang dan masa mendatang, bukan terpaku pada keadaan 
masa lampau. 
(Suharni, 2012:42) 
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Dengan demikian, dalam penyusunan program dan kegiatan 
harus diperhatikan dan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan 
sebagaimana mestinya. Sebagaimana menurut Terry yang dikutip 
dari Suharni (2012:43) mengatakan bahwa program merupakan 
rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan 
sumber daya secara jelas yang akan digunakan dan terpadu 
menjadi satu-kesatuan. 
b. Anggaran 
Anggaran menurut Hunger & Wheelen (2009:296) adalah 
program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap 
program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat 
digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan 
mengendalikan. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Supriyono yang kutip 
dari Suharni (2012:44) yang mengatakan bahwa: 
“Suatu rencana terinci yang disusun secara 
sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran 
kognitif dan biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk 
menunjukan perolehan dan penggunaan berbagai sumber 
suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu yaitu biasanya 
satu tahun.” 
 
Dengan melihat definisi diatas, dapat dikatakan bahwa 
dalam penyusunan anggaran merupakan suatu komponen yang 
sangat penting dalam mengimplementasikan strategi yang telah 
dirumuskan untuk mencapai suatu tujuan. 
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c. Prosedur 
Prosedur menurut Hunger & Wheelen (2009:296) adalah 
sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang 
menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan 
diselesaikan. Prosedur terkadang disebut Standard Operating 
Procedures (SOP). 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Suharni (2012:50) 
prosedur merupakan sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, 
sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur 
menggambarkan bagaimana tujuan dari pekerjaan yang dilakukan 
sesuai dengan kebijakan maupun peraturan yang berlaku. Selain 
itu, prosedur juga menjelaskan proses kegiatan berlangsung 
sebagai acuan atau sarana tat urutan dari pelaksanaan pekerjaan 
sebagaimana metode yang ditetapkan. 
Selain itu, menurut Edward III dalam Widodo (2000: 18) 
mengungkapkan bahwa prosedur merupakan sistem langkah-
langkah atau teknik-teknik secara beurutan berurutan yang 
menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan 
dapat diselesaikan. Prosedur menjelaskan secara terperinci 
berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan 
program dan kegiatan organisasi. 
 
Bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab 
dalam implementasi akan melaksanakan berbagai hal yang 
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diperlukan, dalam hal ini sebelum rencana-rencana yang telah 
dirumuskan membawa pada kinerja yang sesungguhnya, manajemen 
puncak harus memastikan bahwa perusahaan sudah diorganisasikan 
dengan baik, kemudian program yang dibuat mendapatkan staff yang 
memadahi dan semua kegiatan diarahkan kepda hasil yang ingin 
dicapai. 
Pearce II & Robinson (2014:295) dalam bukunya menjelaskan 
bahwa implementasi strategi adalah tahap pelaksanaan dari proses 
manajemen strategis. Meskipun tahap formulsi  dan analisis strategi 
penting, namun keberhasilan suatu strategi ditentukan dalam tahap 
tahap implementasi. Sehingga tahap implementasi harus dilakukan 
secara hati-hati. Dalam implementasi strategi yang harus diperhatikan 
adalah menerjemahkan strategi kedalam tindakan diseluruh organisasi 
tersebut. Terdapat lima pertimbangan yang harus dilakukan untuk 
mencapai hal tersebut, yaitu: 
a. Tujuan jangka pendek, merupakan turunan dari tujuan jangka 
panjang. Akan tetapi dalam tujuan jangka pendek dijelaskan lebih 
detail tentang kerangka waktu, kekhususan dan pengukuran. 
b. Taktik fungsional, mengidentifikasikan tindakan yang spesifik 
dan segera yang harus diambil dalam area-area fungsional penting 
untuk mengimplementasikan. 
c. Pengalihdayaan atas aktivitas-aktivitas fungsional tertentu. 
d. Pemberdayaan karyawan, hal ini dilakukan melalui kebijakan 
yang dapa menjadi cara lain untuk memandu perilaku, keputusan 
dan tindakan pada tingkatan operasi perusahaan dengan cara yang 
konsisten dengan strategi bisnis dan fungsional perusahaan. 
e. Kompensasi, merupakan pemberian penghargaan atas tindakan 
dan hasil. 
(Pearce II & Robinson, 2014:321) 
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Tujuan jangka pendek, taktik fungsional, pengalihdayaan 
aktivitas, pemberdayaan karyawan dan kompensasi tersebut 
merupakan awal dari implementasi strategi. Adapun tahapan 
implementsi strategi menurut Pearce II & Robinson (2014:329): 
a. Struktur Organisasi, struktur organisasi mengacu pada pengaturan 
formal dari interaksi antara dan tanggung jawab atas tugas, orang 
dan sumber daya dalam suatu organisasi. 
b. Kepemimpinan, proses dan praktik para eksekutif kunci untuk 
mengarahkan dan menuntun orang-orang dalam suatu organisasi 
menuju ke arah suatu visi sepanjang waktu serta mengembangkan 
kepemimpinan masa depan organisasi tersebut dan budaya 
organisasi. 
c. Budaya Organisasi, adalah sekelompok asumsi penting (yang 
seringkali tidak dinyatakan jelas) yang dipegang bersama oleh 
anggota-anggota suatu organisasi. 
 
Dari penjelasan terkait dengan teori implementasi strategi yang 
dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli diatas, dalam penelitian ini 
menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Hunger & 
Wheelen (2009). Dalam hal ini, yang dilaksanakan dalam 
implementasi strategi adalah dengan mengetahui 3 indikator penting 
dalam implementasi strategi yang dilakukan Dinas yaitu program, 
anggaran dan prosedur. 
4. Permukiman Kumuh 
a. Pengertian Permukimaan Kumuh 
Permukiman kumuh adalah permukiman yang memiliki 
tingkat kepadatan penduduk tinggi yang pada umumnya dihuni 
oleh masyarakat miskin. Permukiman kumuh seringkali 
disangkutkan dengan tingkat kemiskinan, banyaknya 
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pengangguran dan menimbulkan kriminalitas di suatu daerah 
tersebut. Selain itu, permukiman kumuh juga tidak lepas dari 
masalah kesehatan karena kondisi lingkungan yang kotor 
(Hariyanto:2007). 
Permukiman kumuh menurut Budiharjo dalam Jurnal 
Inersia (Mardhanie, 2013:4) adalah: 
“Lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak 
huni, ciri-cirinya antara lain; berada pada lahan yang tidak 
sesuai dengan peruntukan tata ruang, kepadatan bangunan 
sangat tinggi dalam luas lahan yang terbatas, rawan penyakit 
sosial dan penyakit lingkungan serta adanya kualitas bangunan 
yang sangat rendah, prasarana lingkungan kurang memadai 
seperti saluran drainase, prasarana persampahan yang 
membahayakan penghuninya.” 
 
Definisi lain menyatakan bahwa pemukiman dikatakan 
kumuh diantaranya dengan melihat: tingkat kepadatan penduduk, 
status kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas prasarana, 
sarana dan utilitas umum yang ada dalam kawasan tersebut. 
Namun kondisi permukiman kumuh tidak dapat digeneralisasi 
antara satu kawasan dengan kawasan lain karena permukiman 
atau kawasan dikatakan kumuh memiliki kriteria tertentu (Dalam 
Wikipedia, Ensiklopedia Bebas). 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
kawasan permukiman dapat dikatakan kumuh dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti 
kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status 
(kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan 
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penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, 
ekonomi dan budaya masyarakat lokal. 
b. Kriteria Permukiman Kumuh 
Permukiman dapat dikatakan kumuh apabila memiliki 
kriteria-kriteria tertentu. Munculnya masalah perumahan dan 
permukiman kumuh tersebut disebabkan, karena: 
a. Kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan 
permukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan 
kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada 
penurunan daya dukung lingkungan. 
b. Keterbatasan kemampuan dan kapasitas dalam penyediaan 
perumahan dan permukiman yang layak huni baik oleh 
pemerintah, swasta maupun masyarakat. 
c. Pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan 
masyarakat yang masih belum optimal khususnya menyangkut 
kesadaran akan pentingnya hidup sehat. 
d. Kurang dipahaminya kriteria teknis pemanfaatan lahan 
permukiman dan perumahan khususnya yang berbasis pada 
ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung 
ruang. 
(Hariyanto, 2007:12) 
 
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 tentang 
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh, meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari, 
sebagai berikut: 
a. Bangunan Gedung, mencakup: 
• Ketidakteraturan bangunan 
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• Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai 
dengan ketentuan rencana tata ruang 
• Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. 
b. Jalan Lingkungan, mencakup: 
• Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh 
lingkungan perumahan atau permukiman 
• Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. 
c. Penyediaan Air Minum, mencakup: 
• Ketidaktersediaan akses aman air minum 
• Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu 
sesuai standar yang berlaku. 
d. Drainase Lingkungan, mencakup: 
• Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan 
air hujan sehingga menimbulkan genangan 
• Ketidaktersediaan drainase 
• Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan 
• Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat 
dan cair di dalamnya 
• Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. 
e. Pengelolaan Air Limbah, mencakup: 
• Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar 
teknis yang berlaku 
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• Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak 
memenuhi persyaratan teknis. 
f. Pengelolaan Persampahan, mencakup: 
• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan 
persyaratan teknis 
• Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi 
persyaratan teknis 
• Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan 
persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan 
sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun 
jaringan drainase. 
g. Proteksi Kebakaran, mencakup ketidaktersediaan: 
• Prasarana proteksi kebakaran 
• Sarana proteksi kebakaran. 
Dalam penelitian ini akan dikaji implementasi strategi 
dalam penataan permukiman kumuh dengan melihat berdasarkan 
kriteria tersebut yaitu keadaan prasarana dan sarana meliputi: 
bangunan gedung atau rumah yang seharusnya layak huni, kondisi 
jalan, air bersih, air limbah, drainase, pengelolaan sampah dan 
proteksi kebakaran. 
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5. Implementasi Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan Kota Surakarta Dalam Penataan Permukiman 
Kumuh di Kawasan Semanggi 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota 
Surakarta merupakan organisasi perangkat daerah atau organisasi 
publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu pembinaan dan 
fasilitasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, 
pelaksanaan tugas di bidang perumahan, pelaksanaan tugas di bidang 
kawasan permukiman, pelaksanaan tugas di bidang pertanahan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan 
permukiman dan pertanahan.  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota 
Surakarta memiliki visi dan misi salah satunya yaitu mewujudkan kota 
Surakarta yang nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan 
dan permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum 
perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, 
lingkungan, dan budaya. Berbagai upaya yang dilakukan Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota Surakarta 
dalam mencapai misi tersebut diwujudkan dalam strategi. Kemudian 
strategi Dinas diwujudkan dalam bentuk program yang selanjutnya 
dijabarkan menjadi kegiatan. 
Strategi yang terapkan Dinas Peumahan, Kawasan 
Permukiman dan Perumahan kota Surakarta dalam Penataan 
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Permukiman Kumuh yaitu pewujudan kawasan bebas kumuh dan 
percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan yang tidak layak huni. 
Strategi tersebut tercantum dalam Rencana Strategi Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021. Penelitian 
ini akan melihat bagaimana implementasi strategi Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota Surakarta dalam penataan 
permukiman kumuh di Kawasan Semanggi. 
Penelitian ini akan menggunakan teori Hunger & Wheelen 
(2009) yang dijabarkan dalam 3 bagian yaitu program, anggaran dan 
prosedur. Dalam penelitian akan melihat implementasi strategi dalam 
penataan permukiman kumuh di Kawasan Semanggi pada tahun 2017. 
Program dan kegiatan dari strategi dalam penataan 
permukiman kumuh di kota Surakarta, sebagai berikut: 
a. Program Pengembangan Perumahan 
• Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. 
• Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
b. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 
• Pembangunan/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong. 
c. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
• Rehabilitasi/pemeliharaan jalan. 
d. Program Lingkungan Sehat Perumahan 
• Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi 
masyarakat miskin. 
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• Penataan sarana dan prasarana Lingkungan Perumahan. 
Adapun anggaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 
masing-masing program sebagai upaya penataan permukiman kumuh 
pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp35.990.265.000. Selanjutnya dalam 
prosedur pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan pada 
SOP (Standar Operasional Peosedur) sesuai yang sudah ditetapkan. 
Penelitian ini akan mengkaji terkait implementasi strategi dalam 
penataan permukiman kumuh di kawasan Semanggi kota Surakarta 
serta mengetahui stakeholder yang terlibat dalam proses implementasi. 
C. Kerangka Berpikir 
Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kota 
Surakarta yang semakin pesat, maka mengakibatkan kepadatan penduduk. 
Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang berada di Kota Surakarta 
jika tidak dibarengi dengan pelayanan dengan baik tentu akan 
menimbulkan berbagai dampak permasalahan pada lingkungan 
diantaranya adanya permukiman kumuh. 
Permukiman kumuh di Kota Surakarta tentu sangat membutuhkan 
perhatian penuh dari pemerintah sebagai administrator publik. 
Permukiman tersebut tidaklah layak huni karena ketidakteraturan 
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas fisik 
bangunan yang tidak memenuhi syarat atau tidak layak huni. Selain itu 
dari segi sarana dan prasarana juga tidak memenuhi syarat, seperti saluran 
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drainase yang tidak berfungsi secara optimal sehingga menyebabkan 
adanya genangan yang dapat menimbulkan banjir. 
Dengan demikian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta sebagai pihak yang secara resmi memiliki 
wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan penataan kawasan 
permukiman kumuh membuat strategi yang tertuang dalam Renstra Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota Surakarta tahun 
2016-2021 yaitu: 
1. Pewujudan kawasan bebas kumuh 
2. Percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan yang tidak layak huni 
Selanjutnya program tersebut diimplementasikan. Untuk mengkaji 
implementasi strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan kota Surakarta tersebut, peneliti mengacu pada teori 
implementasi strategi pendapat dari Hunger dan Wheelen (2009), dimana 
hal-hal dalam mewujudkan strategi yaitu dengan menetapkan program, 
anggaran dan prosedur. Maka setelah strategi diimplementasikan, 
diharapkan Kota Surakarta menjadi salah satu Kota yang bebas kawasan 
kumuh. 
Berdasarkan penjabaran diatas, maka kerangka berpikir yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 
Bagan Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepadatan Penduduk 
Mengakibatkan: 
Permukiman Kumuh 
Sehingga mengakibatkan: 
 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
 Saluran Drainase Kurang Berfungsi Optimal 
Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta yaitu Perwujudan Kawasan Bebas 
Kumuh dan Percepatan Pemenuhan Perumahan Yang Tidak 
Layak Huni 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dalam 
penelitian ini maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor 
(dalam Moleong, 2004:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Selain itu, 
menurut Sutopo (2006: 40) penelitian kualitatif melibatkan kegiatan 
ontologis. Maksudnya adalah data yang dikumpulkan terutama berupa 
kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna dan 
mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata. Peneliti 
menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap dan 
mendalam yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung 
penyajian data. Sifat penelitian semacam ini mampu memperlihatkan 
secara langsung hubungan transaksi antara peneliti dengan yang diteliti, 
yang memudahkan pencarian kedalaman makna. 
Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada 
penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara lebih mendalam dan 
terperinci terkait fenomena yang dipilih, sehingga penelitian deskriptif 
kualitatif dirasa tepat untuk mendeskripsikan serta menganalisis data hasil 
penelitian tesebut. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana 
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implementasi strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta dalam penataan permukiman kumuh di 
kawasan Semanggi. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana 
penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta yang berada di 
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta kode pos 57111. 
Adapun dasar pemilihan lokasi ini adalah kota Surakarta merupakan 
kota/kabupaten yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di 
Jawa Tengah pada tahun 2015 dan 2016 yaitu 11.633,57 jiwa/km² dan 
11.677,74 jiwa/km². Hal tersebut menimbulkan berbagai dampak 
permasalahan pada lingkungan salah satunya yaitu adanya kawasan 
permukiman kumuh. Adapun luas kawasan permukiman kumuh di kota 
Surakarta pada tahun 2016 adalah 359,55 hektar dari luas wilayah kota 
Surakarta 44,04 km² atau 4.404 hektar. Artinya 8,17% wilayah di kota 
Surakarta termasuk kawasan kumuh, dimana angka tersebut termasuk 
tertinggi di Jawa Tengah. Padahal pada tahun 2016 dan 2017 kota 
Surakarta meraih penghargaan Adipura di bidang pengelolaan lingkungan 
dan kebersihan kota. 
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C. Sumber Data 
Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, 
karena ketepatan memilih dan menenukan jenis sumber data akan 
menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang 
diperoleh (Sutopo, 2006:47). Data tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya 
sumber data. Adapun yang menjadi sumber data suatu penelitian antara 
lain, informan dan dokumen (Sutopo : 2006:180). 
Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan, 
antara lain: 
1. Sumber Data  Primer 
Data primer merupakan data  dalam  bentuk  verbal  atau  kata-
kata  yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang 
dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan 
atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data 
yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). 
Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan berupa hasil 
informasi atau wawancara yang dilakukan peneliti dari pihak-pihak 
yang terkait dalam penelitian yang dilakukan. 
2. Sumber Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik 
pengumpulan data  yang  menunjang data primer (Arikunto, 2010:22).   
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Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah rencana 
strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan 
kota Surakarta, dokumen yang terkait dengan kebijakan penataan 
permukiman kumuh meliputi keputusan walikota dan lain 
sebagaianya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan beberapa 
berita online, artikel, buku serta literatur yang berkaitan dengan 
penelitian. 
D. Teknik Pemilihan Informan 
Informan merupakan hal yang paling penting dalam penelitian 
kualitatif karena mampu memberikan gambaran terkait berbagai informasi 
yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sehingga teknik dalam penentuan 
informan menjadi sangat penting. Dalam penelitian ini menggunakan 
teknik penentuan informan berupa purposive sampling. Dalam teknik 
purposive sampling ini peneliti memiliki kecenderungan untuk memilih 
informan berdasarkan posisi dengan akses tertentu atau yang dianggap 
memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahannya secara 
mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. 
Dalam tahap pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta kemantapan 
peneliti dalam memperoleh data (Sutopo, 2006:64). 
Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah pihak-pihak 
yang dianggap paham mengenai kasus ini secara mendalam. Adapun 
informan dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 
Kumuh, Disperkimtan kota Surakarta 
2. Kepala Seksi Rumah Swadaya, Disperkimtan kota Surakarta 
3. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman 
Disperkimtan kota Surakarta 
4. Staff Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman 
Disperkimtan kota Surakarta 
5. Koordinator Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di Kawasan 
Semanggi 
6. Warga Kelurahan Semanggi. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 
antara lain sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
mengumpulkan informasi dari sumber data dengan tujuan utama untuk 
menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai 
para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, 
tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan 
sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai 
bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal 
itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan 
datang (Sutopo, 2006:68) 
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Lebih lanjut, menurut Sutopo (2006:68-69), secara umum ada  
dua  jenis  teknik  wawancara,  yaitu wawancara terstruktur dan 
wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur atau wawancara 
terfokus yang  biasanya dilakukan dalam penelitian kuantitatif, dan 
wawancara tidak terstruktur yang disebut wawancara mendalam,  
yang  pada  umumnya  dilakukan dalam penelitian kualitatif. Dalam 
wawancara terstruktur pertanyaan telah diformulasikan dan ditulis 
oleh peneliti secara pasti dan respondennya diharapkan menjawab 
dalam bentuk informasi yang sesuai dengan kerangka kerja 
pewawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan 
dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) dan mengarah 
pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara yang tidak 
secara formal terstruktur guna menggali pandangan subjek yang 
diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi 
dasar bagi penggalian informasi secara lebih jauh, lengkap dan 
mendalam. 
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
wawancara tidak terstruktur yang menggunakan pedoman wawancara 
yang berisi tentang garis besar pertanyaan yang nantinya pertanyaan 
selanjutnya akan digali sendiri dengan harapan akan memperoleh 
informasi yang lebih mendalam dari informan dan dapat mengarahkan 
pertanyaan selanjutnya sesuai dengan tujuan. Hasil wawancara yang 
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diperoleh selanjutnya dianalisis dan disajikan sesuai dengan fokus 
kajian serta digunakan sebagai acuan penarikan kesimpulan. 
2. Dokumentasi 
Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi 
penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen juga digunakan untuk 
mengetahui informasi yang berkaitan dengan latar belakang yang 
mendasari peristiwa yang terjadi saat ini (Sutopo, 2006:80). Selain itu, 
hasil penelitian dari wawancara akan semakin valid apabila didukung 
dengan dokumen-dokumen terkait seperti arsip, buku, serta berita-
berita yang relevan maupun gambar. 
Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah data 
yang dihimpun oleh lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang terkait 
dengan pelaksanaan penataan permukiman kumuh di kawasan 
Semanggi yaitu data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan, berita dan artikel yang terkait baik dari berbagai 
media massa baik cetak maupun online, draft dan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan permukiman 
kumuh, gambar dan sebagainya. 
3. Observasi 
Observasi digunakan untuk mengamati dan menggali data atau 
informasi dari sumber data yang berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, 
tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar (Sutopo, 
2006:75). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang 
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bersifat pasif, yaitu peneliti dalam melakukan observasi hanya 
mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun 
selain sebagai pengamat pasif (Sutopo, 2006:77). Dalam penelitian 
ini, observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana kondisi 
kawasan permukiman kumuh di kawasan semanggi saat ini dan 
bagaimana implementasi strategi yang dilakukan Dinas Perumahan 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penataan kawasan 
permukiman kumuh tersebut. 
F. Fokus Penelitian 
Sutopo (2006:190) berpendapat bahwa fokus penelitian dinyatakan 
secara jelas (masalah, sasaran atau pilihan kebijakan) perlu dirumuskan. 
Namun perubahan bisa terjadi karena pemahaman baru dari interaksi 
peneliti yang terjadi di lokasi studinya. Adapun fokus penelitian dalam 
penelitian ini berbuhungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 
implementasi strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan kota Surakarta dalam penataan permukiman kumuh di kawasan 
Semanggi pada tahun 2017 dilihat dari: 
a) Program 
b) Anggaran 
c) Prosedur 
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G. Validitas Data 
Data yang sudah digali dilapangan kemudian dikumpulkan dan 
dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan bukan hanya untuk 
kedalaman dan kemantapannya tetapi juga bagi kemantapan dan 
kebenarannya. Ketepatan dan kemantapan data tidak hanya tergantung dari 
ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulan datanya, tetapi 
juga diperlukan tektik pengembangan validitas datanya (Sutopo, 2006:91). 
Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan 
tafsir makna sebagai hasil penelitian. Dengan demikian setiap peneliti 
harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk 
mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Validitas data dapat 
dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat, salah satunya adalah 
dengan menggunakan proses triangulasi. 
Pada dasarnya trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola 
pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif, maksudanya yaitu untuk 
menarik simpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu sudut 
pandang (Sutopo, 2006:92). 
Menurut Patton (1984) dalam Sutopo (2006:92) terdapat empat 
macam teknik trianggulasi, yaitu: 
1. Trianggulasi Data (Data Trianggulation), yaitu peneliti menggunakan 
beragam sumber data yang berbeda dengan data yang sama. 
Trianggulasi ini ditekankan pada perbedaan sumber data bukan pada 
teknik pengumpulan data. 
2. Trianggulasi Peneliti (Investigator Trianggulation), yaitu 
pengumpulan data yang sama namun dilakukan oleh beberapa orang 
peneliti. Pada umumnya dalam trianggulasi ini dilakukan dengan 
menyelenggarakan diskusi yang melibatkan beberapa peneliti. 
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3. Trianggulasi Metodologis (Methodological Trianggulation), yaitu 
peneliti mengumpulkan data yang sejenis tetapi dengan menggunakan 
teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam 
trianggulasi ini penekanannya pada penggunaan metode yang berbeda 
yaitu metode wawancara bagi narasumber, kajian dokumen pada arsip 
atau dokumen dan observasi pada kegiatan. 
4. Trianggulasi Teoretis (Theoretical Trianggulation), yaitu peneliti 
dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 
permasalahan yang dikaji. 
 
Validitas data pada penelitian ini menggunakan trianggulasi 
metodologis. Dengan demikian peneliti menggunakan teknik atau metode 
pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber 
yang sama. 
H. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan  cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain 
(Sugiyono, 2012:89). 
Dalam analisis data peneliti harus mempunyai kemampuan untuk 
mengolah hasil penelitian menjadi data yang akurat, sehingga peneliti 
dapat menyusun serta menjawab permasalahan yang diajukan sebagai hasil 
penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
mengacu pada model analisis interaktif. Menurut Miles & Huberman 
(1984) dalam Sutopo (2006:113) proses analisis interaktif terdapat tiga 
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komponen utama yang harus ada dan selalu terlibat dalam proses analisis 
dan saling berkaitan. Proses interaktif secara berkelanjutan dari tiga 
komponen tersebut memerlukan kedisiplinan peneliti agar tidak 
mengalami kesulitan dalam melakukan proses analisis akhir untuk 
merumuskan simpulan penelitian. Adapun tiga komponen utama tersebut 
antara lain reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta 
verifikasinya. 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan dan abstraksi data dari semua jenis informasi yang 
tertulis lengkap dalam catatan lapangan (fieldnote). Proses ini 
berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penulisan yang dimulai dari 
sebelum pengumpulan data. Reduksi data dilakukan sejak peneliti 
mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, memilih 
kasus, menyusun rumusan masalah dan ketika menentukan cara 
pengumpulan data yang akan digunakan. Ketika pengumpulan data 
dilakukan maka reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan 
dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam menyusun 
ringkasan tersebut peneliti juga memusatkan tema, menentukan batas-
batas permasalahan dan juga menulis memo. Proses reduksi ini 
berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun 
(Sutopo, 2006:114). 
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b. Sajian Data 
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, 
deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan 
penelitian dapat dilakukan. Sajian data disusun berdasarkan pokok-
pokok yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan dengan 
menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang disusun secara logis 
dan sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan memungkinkan 
peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis atau tindakan lain 
berdasarkan pemahamannya tersebut. 
c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 
Tahap penarikan simpulan dan verifikasi adalah suatu tahap 
lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari 
temuan data. Tahap ini adalah intepretasi peneliti atas temuan dari 
suatu wawancara atau sebuah dokumen. Pada penelitian ini setelah 
kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan 
intepretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian 
data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. 
Simpulan perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas 
pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali 
dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul 
melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat 
kembali sebentar pada catatan lapangan. Verifikasi juga dapat berupa 
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kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian. 
(Sutopo, 2006:116). 
 
Gambar 3.1 
Komponen-komponen Model Analisis Interaktif 
Menurut Miles dan Huberman (1984) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sumber: HB Sutopo (2006:120) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Kawasan Semanggi, Kota Surakarta 
a. Persebaran Wilayah dan Luas Wilayah 
Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta nomor 
413.21/38.3/1/2016 tentang Penetapan lokasi kawasan lingkungan 
perumahan dan permukiman kumuh di Kota Surakarta, Kawasan 
Semanggi merupakan kawasan yang termasuk membutuhkan 
penanganan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Kawasan 
Semanggi terdiri dari, sebagai berikut: 
o Kecamatan Pasar Kliwon 
• Kelurahan Semanggi 
• Kelurahan Sangkrah 
• Kelurahan Kedung Lumbu 
o Kecamatan Jebres 
• Kelurahan Sewu 
• Kelurahan Gandekan 
Adapun peta Kawsasan Semanggi dapat dilihat pada 
gambar 4.1, sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 
Peta Kawasan Semanggi, Kota Surakarta 
 
Sumber : Lampiran Keputusan Walikota Surakarta Nomor 
413.21/38.3/1/2016 
 
Secara geografis, luas wilayah Kawasan Semanggi yaitu 
168,13 hektar. Adapun luas kawasan Semanggi yang termasuk 
kumuh yaitu 76,03 hektar. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa 
45% luas wilayah Kawasan Semanggi termasuk kumuh. Sehingga 
tentu harus mendapatkan penanganan serius dari pihak yang 
terkait. Adapun persebaran luas permukiman kumuh di Kawasan 
Semanggi, sebagai berikut : 
Tabel 4.1 
Persebaran Luas Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi 
Kecamatan Kelurahan Luas Kumuh 
(Ha) 
Pasar Kliwon Semanggi 30,379 
Sangkrah 28,703 
Kedung Lumbu 4,310 
Jebres Sewu 4,869 
Gandekan 7,769 
Sumber : Lampiran Keputusan Walikota Surakarta Nomor 
413.21/38.3/1/2016 
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b. Jumlah Penduduk, Jumlah Kartu Keluarga (KK) dan 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 
Jumlah seluruh penduduk di Kawasan Semanggi dapat 
dilihat pada tabel 4.2, sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk Kawasan Semanggi 
Jumlah Penduduk 
Penduduk di 
Kawasan Kumuh 
33.751 jiwa 25.719 jiwa 
Sumber :  Lampiran Keputusan Walikota 
Surakarta Nomor 413.21/38.3/1/2016 
 
Dengan demikian, sesuai dengan tabel jumlah penduduk 
diatas, dapat dilihat bahwa 76% penduduk di kawasan Semanggi 
menempati kawasan kumuh. 
Adapun jumlah KK dan jumlah MBR di Kawasan 
Semanggi dapat dilihat pada tabel 4.3, sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Jumlah Kartu Keluarga (KK) dan Jumlah Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kawasan Semanggi 
Jumlah KK 
Jumlah KK di 
Kawasan 
Kumuh 
Jumlah MBR 
10.967 KK 8.413 KK 4.078 KK 
Sumber :  Lampiran Keputusan Walikota Surakarta Nomor 
413.21/38.3/1/2016 
 
Dapat dilihat bahwa dari jumlah KK yang tinggal di 
Kawasan Semanggi 76% tinggal di Kawasan Kumuh dan 
sebanyak 37%, masyarakat yang tinggal di kawasan Semanggi 
berpenghasilan rendah. 
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c. Infrastruktur 
Infrastruktur terdiri dari bangunan rumah, jalan 
lingkungan dan drainase. 
a) Bangunan Rumah 
Adapun jumlah bangunan rumah di kawasan 
Semanggi dapat dilihat pada tabel 4.4, sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Jumlah Bangunan di Kawasan Semanggi 
Jumlah Bangunan 
Jumlah Rumah 
Tidak Layak Huni 
8.139 unit 1.405 unit 
Sumber :  Lampiran Keputusan Walikota 
Surakarta Nomor 413.21/38.3/1/2016 
 
Dapat dilihat bahwa 17% bangunan rumah di 
Kawasan Semanggi tidak layak huni. Dengan demikian, 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
sebagai pihak yang terkait rumah tidak layak huni (RTLH) 
harus melakukan penanganan yang serius. 
b) Jalan Lingkungan 
Adapun panjang jalan lingkungan di kawasan 
Semanggi dapat dilihat pada tabel 4.5, sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Panjang Jalan Lingkungan di Kawasan Semanggi 
Panjang Jalan 
Lingkungan 
Panjang Jalan 
Lingkungan Tidak Layak 
55.651,40 meter 9.082,20 meter 
Sumber :  Lampiran Keputusan Walikota Surakarta 
Nomor 413.21/38.3/1/2016 
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Dapat dilihat bahwa 16% jalan lingkungan di 
Kawasan Semanggi tidak layak. Tidak layak yang dimaksud 
adalah jalan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan 
teknis maupun tidak dilengkapi saluran. Dengan demikian, 
masih banyaknya jalan lingkungan yang tidak layak, maka 
harus dilakukan penanganan yang sebaik mungkin. 
c) Drainase 
Adapun sistem drainase di kawasan Semanggi dapat 
dilihat pada tabel 4.6, sebagai berikut: 
Tabel 4.6 
Sistem Drainase di Kawasan Semanggi 
Luas Kawasan 
Kawasan 
Terdapat 
Genangan 
Kawasan Tidak 
Tersedia Saluran 
Drainase 
168,13 ha 9,97 ha 67,25 ha 
Sumber :  Lampiran Keputusan Walikota 
Surakarta Nomor 413.21/38.3/1/2016 
 
Dapat dilihat bahwa 6% kawasan Semanggi masih 
terdapat genangan dan 40% kawasan Semanggi tidak tersedia 
saluran drainase. Dengan demikian masih luasnya kawasan 
Semanggi yang bermasalah terkait saluran drainase, maka 
harus menjadi perhatian penuh oleh pihak yang terkait agar 
kawasan Semanggi menjadi bersih dan layak untuk ditempati. 
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2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 
Surakarta 
a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
1) Visi 
 “Terwujudnya Pelayanan Perumahan, Kawasan Permukiman 
Dan Pertanahan Yang Berkelanjutan, Berbudaya, Mandiri, Maju 
Dan Sejahtera.” 
2) Misi 
Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta, sebagai berikut: 
a) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Di 
Bidang Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan. 
b) Mewujudkan Kawasan Bebas Kumuh Yang Sehat. 
c) Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Yang 
Layak Huni 
d) Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana 
Permukiman. 
e) Meningkatkan Tertib Administrasi Di Bidang Pertanahan 
 
3) Tujuan 
Tujuan yang dirumuskan oleh Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta meliputi: 
a) Meningkatkan kualitas RTLH 
b) Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman 
c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas PSU permukiman 
d) Meningkatkan pengelolaan lahan untuk TPU 
e) Meningkatkan pelayanan sengketa tanah 
 
4) Sasaran 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta menetapkan sasaran sebagai berikut: 
 
 
67 
 
a) Terlaksananya fasilitasi bantuan peningkatan kualitas RTLH 
b) Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan kawasan 
permukiman 
c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih, sanitasi, jalan 
dan drainase lingkungan 
d) Meningkatnya ketersediaan lahan TPU 
e) Meningkatnya penyelesaian kasus pertanahan. 
 
b. Struktur Organisasi 
Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta terdiri dari, sebagai 
berikut: 
1) Kepala Dinas 
2) Sekretariat 
a) Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
b) Kasubbag Keuangan 
c) Kasubbag Umum dan Kepegawaian 
3) Bidang Perumahan 
a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan 
b) Seksi Rumah Umum 
c) Seksi Rumah Swadaya 
4) Bidang Kawasan Permukiman 
a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman 
b) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 
Kumuh 
c) Seksi Pemakaman Umum 
5) Bidang Pertanahan 
a) Seksi Tata Guna Lahan 
b) Seksi Penanganan Masalah Pertanahan 
6) UPTD Rusunawa 
7) Tata Usaha 
8) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 4.2 
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta 
 
 
 
Sumber :  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 
Surakarta 
 
c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 
Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27C 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 
Kerja maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta guna kelancaran penyelenggaraan tugas, 
perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas Jabatan 
Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan sebagai berikut: 
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1) Bidang Perumahan 
Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut  : 
a) Melaksanakan rencana kerja Bidang Perumahan 
berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 
b) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan; 
c) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; 
d) Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan 
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan 
perundang-undangan; 
e) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang 
tugas; 
f) Melaksanakan survey, pendataan dan verifikasi backlog 
rumah; 
g) Melaksanakan survey, pendataan dan verifikasi rumah tidak 
layak huni; 
h) Melaksanakan survey, pendataan dan verifikasi rumah 
korban bencana; 
i) Melaksanakan penyusunan masterplan pengembangan 
perumahan; 
j) Melaksanakan penyusunan rekomendasi pengembang 
perumahan; 
k) Melaksanakan penertiban rekomendasi pengembang 
perumahan; 
l) Melaksanakan penertiban Surat Kepemilikan Bangunan 
Gedung; 
m) Melaksanakan penyusunan rencana teknik di bidang 
penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; 
n) Melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman, dan 
kriteria penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan 
komersial; 
o) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi 
penyelenggaran penyediaan rumah umum dan komersial; 
p) Melaksanakan pemberian bantuan dalam penyelenggaraan 
penyediaan rumah umum; 
q) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang 
dalam penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan 
komersial pada rumah tunggal dan deret; 
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r) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang 
dalam penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan 
komersial pada rumah susun komersial; 
s) Melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi 
pembangunan perumahan; 
t) Melaksanakan fasilitasi kemudahan dan bantuan 
pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah; 
u) Melaksanakan evaluasi, dan pelaporan di bidang 
penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; 
v) Melaksanakan penyusunan rencana teknik dan penyiapan 
penyusunan standarisasi di bidang penyelenggaraan bantuan 
rumah swadaya; 
w) Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam 
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; 
x) Melaksanakan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat 
bantuan dalam penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; 
y) Melaksanakan penyiapan penerima bantuan dan 
pendampingan dalam pelasanaan bantuan stimulan dalam 
penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; 
z) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan 
bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah 
swadaya; 
aa) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan 
pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan 
rumah swadaya; 
bb) Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran 
kinerja di bidang perumahan; 
cc) Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi di bidang 
peerumahan; 
dd) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara 
periodik; 
ee) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
ff) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 
gg) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 
 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang 
Perumahan dibantu oleh :  
a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan 
b) Seksi Rumah Umum 
c) Seksi Rumah Swadaya 
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2) Bidang Kawasan Permukiman 
Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut  : 
a) Melaksanakan rencana kerja Bidang Kawasan Permukiman 
berdasarkan rencana strategi dan rencana kerja Dinas; 
b) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan; 
c) Mempelajari, menelaah peraturan perundang – undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; 
d) Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan 
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan 
perundang-undangan; 
e) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang 
tugas; 
f) Melaksanakan penyusunan data dan informasi kawasan 
permukiman; 
g) Melaksanakan penyusunan kriteria dan tipologi perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh; 
h) Melaksanakan penyusunan rencana pencegahan dan 
peningkatan kualitas permukiman kumuh; 
i) Melaksanakan penertiban rekomendasi pembangunan dan 
pengembangan kawasan permukiman; 
j) Melaksanakan pencegahan terhadap tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
baru; 
k) Melaksanakan pembangunan kawasan permukiman serta 
sarana dan prasarana permukiman dalam upaya pencegahan 
dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. 
l) Melaksanakan penyediaan tanah dalam rangka peningkatan 
kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman 
kumuh; 
m) Melaksanakan fasilitasi pendanaan dan sistem pembiayaan 
untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan 
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh; 
n) Melaksanakan pola kemitraan antara pemerintah daerah 
dengan badan usaha milik neara, daerah, masyarakat dan/ 
atau swasta dalam upaya pencegahan dan peningkatan 
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
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o) Melaksanakan pelayanan, pengaturan, dan pengawasan 
pelaksanaan pemakaman, pemindahan kerangka jenazah 
didalam dan/ atau di luar pemakaman umum. 
p) Melaksanakan pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, dan 
pengamanan area pemakaman umum; 
q) Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran 
kinerja di bidang Kawasan Permukiman; 
r) Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dibidang 
Kawasan Permukiman; 
s) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara 
periodik; 
t) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
u) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 
v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang 
Kawasan Permukiman dibantu oleh : 
a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman 
b) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 
Kumuh 
c) Seksi Pemakaman Umum 
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B. Hasil Penelitian 
Dalam penelitian ini telah ditetapkan 6 informan sebagai sample. 4 
informan dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta yang mengetahui tentang permasalahan yang 
diteliti dan 2 informan dari pihak warga/masyarakat yang terlibat 
didalamnya. Penelitian ini membahas implementasi strategi  tentang 
penataan permukiman kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta pada 
Tahun 2017. Diketahui bahwa penaatan permukiman kumuh di Kawasan 
Semanggi yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta menggunakan Rencana Strategis tahun 2016-
2021 (terlampir). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan 
penataan permukiman kumuh di Kawasan Semanggi ada 2 (dua) strategi 
yang dilakukan yaitu: 
1. Percepatan Pemenuhan Perumahan Yang Tidak Layak Huni 
2. Perwujudan Kawasan Bebas Kumuh. 
Selanjutnya dijabarkan menjadi program dan dikembangkan lagi 
menjadi uraian kegiatan, sebagai berikut: 
1. Program Pengembangan Perumahan 
• Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
• Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat. 
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2. Program Pembangunan Saluran Drainase 
• Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase 
Dari kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan di Kawasan 
Semanggi hasilnya diketahui, sebagai berikut : 
1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 
Pada tahun 2017, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) dilaksanakan di kelurahan Semanggi. Kegiatan ini 
berupa bantuan kepada masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak 
huni berdasarkan kriteria yang ditentukan. Tujuan adanya kegiatan 
peningkatan kualitas RTLH di kelurahan Semanggi karena masih 
banyak masyarakat yang menempati RTLH. Adapun jumlah RTLH di 
kawasan Semanggi sebanyak 1.972 unit yang tersebar di 5 kelurahan. 
Akan tetapi, pada tahun 2017, bantuan yang diberikan di kelurahan 
Semanggi dengan jumlah penerima 66 penerima (unit). Karena sesuai 
dengan target atau perencanaan yang memang dilakukan secara 
bertahap untuk lokasi lain di tahun selanjutnya. 
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan 
Semanggi pada tahun 2017 menggunakan dana APBD dan DAK Kota 
Surakarta dengan anggaran Rp15.000.000,00 untuk satu penerima 
akan tetapi diberikan dalam bentuk material. Dari 66 penerima 
tersebut, 16 penerima menggunakan DAK dengan jumlah anggaran 
Rp240.000.000,00 dan 50 penerima menggunakan APBD dengan 
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jumlah anggaran Rp750.000.000,00. Sehingga total anggaran dalam 
peningkatan kualitas RTLH adalah Rp990.000.000,00. 
Prosedur pelaksanaannya mulai dari perencanaan, survey 
lokasi, pendataan dan verifikasi. Kemudian setelah mengetahui jumlah 
penerima dilakukan pembagian kelompok penerima bantuan (KPB) 
dan dipilih salah satu koordinator. Koordinator tersebut betanggung 
jawab kepada ketua kelompok kerja (Pokja) yaitu ketua kelurahan. 
Kemudian ketua pokja bertanggung jawab kepada tenaga fasilitator 
lapangan (TFL) atau rekanan yang ditunjukan dari Dinas. 
Sebagaimana dari KPB, Pokja dan TFL dibentuk untuk survey lokasi 
dan verifikasi pendataan. TFL tersebut bertanggung jawab kepada 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas 
sebagai monitoring pelaksanaan. Karena kegiatan ini berupa 
pembangunan perumahan yang membutuhkan pengawasan dalam 
implementasinya. 
Dalam implementasinya baik mulai dari tahap perencanaan 
sampai dengan pelaksanaannya sebagaian besar berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan, walaupun terjadi sedikit permasalahan ketika 
pelaksanannya yaitu terdapat hambatan dalam pembangunan rumah 
karena faktor cuaca dan suplai atau pengiriman material yang 
tersendat yang disebabkan karena sulitnya akses menuju lokasi atau 
rumah penerima bantuan. Adapun realisasi anggaran sesuai dengan 
perencanaan tidak melebihi anggaran yang dipatok atau nilai pagu. 
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2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat 
Pada tahun 2017, pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah 
Sederhana dilaksanakan di kelurahan Semanggi tepatnya di Gang 
Serayu 10 dan Gang Serayu 11 berupa Pavingisasi dan Pembuatan 
Grill Besi Saluran. Sebagaimana, pembangunan ini bertujuan untuk 
menunjang sarana dan prasarana lingkungan karena sarana di 
kelurahan Semanggi tersebut rusak. 
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 
berupa pavingisasi dan pembuatan grill besi saluran di kelurahan 
Semanggi menggunakan dana APBD Kota Surakarta tahun Anggaran 
2017. Dalam penganggaran, pembangunan tersebut satu paket dengan 
penataan kawasan MOJANG SEKATE paket II. Adapun untuk 
anggaran yang dipatok atau nilai pagu Rp996.100.000. Selanjutnya 
dilakukan lelang dengan nilai kontrak (realisasi) Rp923.708.000. 
Sedangkan untuk anggaran realisasi khusus kelurahan Semanggi 
sebesar Rp418.424.306. Sedangkan anggaran realisasi sisanya sebesar 
Rp505.283.694 dilaksanakan pembangunan di kelurahan selain 
kawasan Semanggi. 
Prosedur pelaksanaannya mulai dari perencanaan, survey 
lokasi, pendataan dan verifikasi, penyiapan masterplan dan DED 
(Detail Engineering Design), pelaksanaan lelang untuk mitra kerja 
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dan pengawasan & evaluasi. Dalam pelaksanaannya menggunakan 
SOP yang ditetapkan Dinas (terlampir). Adapun dalam pelakasanaan 
lelang sebagai mitra kerja dilakukan berdasarkan Perpres nomor 54 
tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa. Sebagaimana dalam proses 
lelang dimenangkan oleh CV Adi Pura. Selanjutnya, yang ditunjuk 
sebagai konsultan pengawas kegiatan tersebut adalah CV Pakar Semi.  
Dalam implementasinya baik mulai dari tahap perencanaan 
sampai dengan pengawasan dan evaluasi berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan. Adapun realisasi anggarannya sesuai dengan target tidak 
melebihi anggaran yang dipatok (Nilai Pagu). Akan tetapi terdapat 
sisa anggaran sebagaimana sisa anggaran tersebut masuk kedalam kas 
daerah Kota Surakarta. Selanjutnya waktu pelaksanannya sesuai 
dengan kontrak yaitu tanggal kontrak 15 Agustus 2017 s.d 23 
November 2017 (100 hari). 
3. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase 
Pada tahun 2017, pemeliharaan saluran drainase dilaksanakan 
di kelurahan Semanggi. Pelaksanaan pemeliharaan saluran drainase 
didasarkan atas kurang terpeliharanya saluran drainase di kelurahan 
Semanggi. Pemeliharaan ini berupa pembenahan saluran drainase 
yang rusak dengan dibangun atau direnovasi menjadi lebih baik agar 
sesuai dengan peruntukannya sebagai saluran drainase. 
Pemeliharaan saluran drainase di kelurahan Semanggi 
menggunakan dana APBD Kota Surakata dengan anggaran yang 
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dipatok (Nilai Pagu) sebesar Rp87.500.000,00. Kemudian dilakukan 
lelang kepada rekanan dengan nilai kontraknya (realisasi) sebesar 
Rp83.700.000,00. 
Dalam pelaksanaannya baik mulai dari tahap perencanaan, 
penyusunan masterplan dan DED (Detail Engineering Design), 
penunjukan rekanan sebagai mitra kerja dan pelaksanaan 
pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik dari 
realisasi anggaran dan waktu pelaksanannya. Adapun realisasi 
anggaran sesuai nilai kontrak dan tidak melebihi anggaran yang 
dipatok (Nilai Pagu). Selanjutnya waktu pelaksanannya sesuai dengan 
kontrak yaitu tanggal kontrak 13 Oktober 2017 s.d 15 Desember 2017 
(60 hari). Dalam pelaksanaannya menggunakan SOP yang ditetapkan 
Dinas (terlampir). Adapun dalam penunjukan rekanan sebagai mitra 
kerja dilakukan berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang 
pengadaan barang/jasa. Sebagaimana dalam proses penunjukan atau 
pengadaan langsung rekanan dimenangkan oleh CV Berkah Jaya. 
Selanjutnya, yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas kegiatan 
tersebut adalah CV Nandaka. 
Selanjutnya dalam pembahasan, peneliti akan menguraikan data 
hasil penelitian dari implementasi strategi Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam penataan permukiman 
kumuh di kawasan Semanggi pada tahun 2017. 
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C. Pembahasan 
Dalam penelitian ini diketahui bahwa penaatan permukiman 
kumuh yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta menggunakan Rencana Strategis tahun 2016-
2021 (terlampir). Selanjutnya dalam melakukan penataan permukiman 
kumuh di kawasan Semanggi, terdapat program dan kegiatan sebagaimana 
penjabaran dari rencana strategi. Menurut Kepala Seksi Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Bapak Sutiyo Joyo Legowo, 
SE yang menyatakan bahwa: 
“Dalam menangani permasalahan permukiman kumuh 
disini kami selaku OPD yang mempunyai tanggung jawab 
yangmana dalam hal ini melakukan penataan permukiman kumuh 
di kota Surakarta salah satunya di kawasan Semanggi, tentunya 
punya langkah-langkah ataupun strategi yang digunakan dalam 
penataan permukiman menjadi tidak kumuh dan layak huni 
sebagaimana mestinya. Ada strategi perwujudan kawasan bebas 
kumuh dan pemenuhan perumahan yang tidak layak huni. Dalam 
renstra itu juga dijelaskan lebih detail lagi beberapa program dan 
uraian kegiatan. Untuk kawasan Semanggi sendiri pada tahun 2017 
itu baru 2 program yaitu program pembangunan perumahan dan 
program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.” 
(Wawancara tanggal 9 Juli 2018) 
 
Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Dhimas Harso 
Jiwando Adhi Nugroho, ST. selaku Staff Pendataan dan Perencanaan 
Kawasan Permukiman, bahwa: 
“Ada strategi mewujudkan kawasan bebas kumuh. 
kemudian juga ada pemenuhan perumahan yang tidak layak huni. 
Dari strategi itu dikembangkan menjadi beberapa program, ada 
pembangunan perumahan, pembangunan drainase, pemeliharaan 
jalan dan jembatan dan program lingkungan sehat perumahan. Dari 
program itu kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa 
kegiatan. Program pembangunan perumahan misalnya, itu ada 
pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat sederhana terus 
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ada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). 
Selebihnya itu tertera pada renstra. Namun untuk kawasan 
Semanggi itu sendiri pada tahun 2017 ada 2 program yang sudah 
dilaksanakan yaitu program pembangunan perumahan dan program 
pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Karena memang 
kita memprioritaskan pembangunan itu melihat titik-titik yang 
memang membutuhkan penanganan terlebih dahulu.” (Wawancara 
tanggal 10 Juli 2018) 
 
Lebih lanjut lagi, pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi 
Rumah Swadaya, Bapak Heri Setyantoko, AP  yang menyatakan bahwa: 
“Strategi ada, yaitu perwujudan kawasan yang bebas 
kumuh, kemudian ada strategi pemenuhan perumahan untuk rumah 
yang tidak layak huni. Nah untuk dikawasan Semanggi pada tahun 
2017 itu ada 2 program yang dilaksanakan, yaitu program 
pembangunan perumahan. Seperti peningkatan kualitas RTLH dan 
sarana prasarananya. Yangmana tujuannya yaitu untuk memenuhi 
kualitas tempat tinggal masyarakat yang memang membutuhkan 
bantuan dari pemerintah. Karena kaitannya disini permukiman 
kumuh itu masyarakat cenderung bertempat tinggal ditempat yang 
kurang memadahi. Sehingga kita berikan bantuan untuk RTLH dan 
juga sarana, prasarana rumah sederhana sehat. Kemudian 
selanjutnya ada program pembangunan saluran drainase. Bertujuan 
agar lingkungan mereka juga bersih dari adanya genangan yang 
menimbulkan penyakit. Kemudian meminimalisir terjadinya banjir 
tentunya. Dalam program pembangunan saluran drainase itu 
kegiatannya berupa pembangunan atau pemeliharaan saluran 
drainase.” (Wawancara tanggal 12 Juli 2018) 
 
Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan 
dokumentasi berupa dokumen arsip yaitu Renstra Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016-2021 (terlampir). 
Hasilnya, dari wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa dalam 
melakukan penataan permukiman kumuh di Kawasan Semanggi pada 
tahun 2017 ada 2 (dua) strategi dan program serta kegiatan yang 
dijabarkan, sebagai berikut: 
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1. Strategi Percepatan Pemenuhan Perumahan Yang Tidak Layak Huni 
a. Program Pengembangan Perumahan 
• Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
• Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat. 
2. Strategi Perwujudan Kawasan Bebas Kumuh. 
a. Program Pembangunan Saluran Drainase 
• Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase 
Selanjutnya, pada penelitian ini, peneliti akan memaparkan 
mengenai implementasi strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan Kota Surakarta dalam penataan permukiman kumuh di 
kawasan Semanggi. Untuk mengetahui implementasi strategi tersebut, 
maka peneliti menjelaskan implementasi strategi Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan pada 
teori implementasi yang dikemukakan oleh Hunger & Wheelen (2009) 
melalui 3 tahapan yakni program, angggaran dan prosedur. 
1. Program 
Implementasi strategi dalam penataan permukiman kumuh di 
kawasan Semanggi, kota Surakarta ini dapat diketahui melalui 
program-program yang dilaksanakan. Program-program tersebut 
merupakan turunan dari strategi Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan dalam penataan permukiman kumuh. 
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Adapun program-program beserta uraian kegiatan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Program Pengembangan Perumahan 
Program pengembangan perumahan merupakan salah satu 
penjabaran rencana strategi tahun 2016-2021. Program ini 
bertujuan untuk memfasilitasi tempat tinggal masyarakat 
dipermukiman kumuh agar memiliki tempat tinggal yang layak. 
Program pengembangan perumahan merupakan respon dari pihak 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku 
penyelenggara dalam penataan permukiman kumuh di kota 
Surakarta khususnya di kawasan Semanggi. Dalam program ini 
memuat kegiatan-kegiatan, sebagai berikut: 
1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) merupakan salah satu bagian dari pengembangan 
perumahan. Tujuan dari adanya kegiatan peningkatan kualitas 
rumah tidak layak huni yaitu masih banyaknya masyarakat di 
kawasan Semanggi yang menempati Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH). Hal tersebut dikarenakan kurang mampunya 
masyarakat yang tinggal disana untuk memperbaiki tempat 
tinggal atau rumah mereka. Kegiatan peningkatan kualitas 
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini berupa bantuan 
material yang diberikan kepada masyarakat yang secara 
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peraturan berhak membutuhkan bantuan tersebut. Kegiatan 
ini bertujuan untuk membantu meringankan beban 
masyarakat dengan ekonomi rendah dalam meningkatkan 
kualitas rumahnya agar layak huni. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Permukiman Kumuh Bapak Sutiyo Joyo Legowo, 
SE, bahwa: 
“Dalam peningkatan RTLH itu kegiatannya 
pembangunan fisik. Salah satu contohnya mck (kamar 
mandi dan toilet) yang harus diperbaiki. Kemudian 
atap rumah yang jebol yang harus dibantu. Kita 
berikan bantuan material untuk mereka. Baik itu pasir, 
batu bata, semen atau bahan yang mereka butuhkan 
untuk bisa memperbaiki rumah atau tempat tinggal 
mereka. Supaya bisa ditempati dengan nyaman. Untuk 
kendalanya dalam pelaksanaan dilapangan suplai 
material tersendat, karena memang aksesnya sebagian 
tidak menjangkau” (Wawancara tanggal 9 Juli 2018) 
 
Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Dhimas 
Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST. selaku Staff Pendataan 
dan Perencanaan Kawasan Permukiman, bahwa: 
“Peningkatan RTLH dilakukan untuk 
memberikan bantuan bagi yang rumahnya tidak layak 
huni agar rumahnya menjadi layak huni. Seperti 
dinding rumah yang sudah tidak layak, saluran 
pembuangan limbah rumah tangga, atap-atap rumah 
yang rusak. Mereka yang kurang mampu untuk 
memperbaiki rumah mereka maka kita berikan 
bantuan berupa material dengan nominal tertentu bagi 
mereka yang memang secara peraturan berhak 
mendapatkan itu. Untuk kendala dilapangan akses 
menuju rumah penerima bantuan yang sulit untuk 
kendaraan (besar) ketika mengirim bahan material.” 
(Wawancara tanggal 10 Juli 2018) 
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Lebih lanjut lagi, menurut Bapak Heri Setyantoko, 
AP selaku Kepala Seksi Rumah Swadaya menjelaskan 
bahwa: 
“Masyarakat yang rumahnya tidak layak huni 
dengan perekonomian rendah diberikan bantuan untuk 
memperbaiki rumah mereka yang rusak. Baik itu 
dinding, atap rumah maupun saluran pembuangannya. 
Pada tahun 2017, untuk kawasan Semanggi yang 
mendapatkan hanya beberapa saja, yaitu paling 
banyak di kelurahan semanggi, karena memang 
dilakukan bertahap. Kemudian beberapa ada di 
kelurahan gandekan, kelurahan sewu dan kelurahan 
kedung lumbu. Selebihnya kita ikutkan tahun 
anggaran berikutnya.” (Wawancara tanggal 12 Juli 
2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui 
bahwa selama tahun 2017 terdapat beberapa lokasi yang 
mendapatkan bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH) di kawasan Semanggi oleh Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota 
Surakarta, yaitu Kelurahan Semanggi, Kelurahan Gandekan, 
Kelurahan Sewu dan Kelurahan Kedung Lumbu. 
Selanjutnya dalam penelitian ini selain melakukan 
wawancara dari pihak dinas tersebut, peneliti juga 
memperkuat pendapat tersebut melalui observasi. Dalam 
melakukan observasi peneliti melakukan pengamatan pada 
lingkungan perumahan di kawasan Semanggi. Terlihat bahwa 
disana merupakan kawasan dengan perumahan yang sangat 
padat. Jarak antara rumah satu dengan lainnya sangatlah 
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berhimpitan. Sebagian rumah yang belum mendapatkan 
bantuan program RTLH juga terlihat tidak layak karena 
menunggu giliran. Dapat dilihat pada gambar 4.3, sebagai 
berikut: 
Gambar 4.3 
Keadaan Lingkungan di Kelurahan Semanggi 
  
  
Sumber : Observasi Peneliti 
 
Akan tetapi, yang sudah mendapatkan bantuan 
program RTLH juga sudah banyak. Sebagian rumah di 
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lingkungan kawasan Semanggi juga sudah mulai terlihat 
bagus yang layak huni. Infrastruktur sudah diperbaiki, mulai 
dari dinding-dinding rumah yang awalnya menggunakan 
kayu lempeng yang rusak sekarang sudah menggunakan batu 
bata. Kemudian atap rumah yang sebelumnya rusak dan 
bahkan jebol, sekarang sudah baik diganti dengan atap 
genteng yang bagus sehingga nyaman untuk dihuni. 
Dalam melakukan observasi peneliti juga melakukan 
wawancara kepada Bapak S selaku Koordinator Kelompok 
Penerima Bantuan (KPB) di kelurahan Semanggi, 
mengatakan bahwa : 
“Iya ada pemberian bantuan dari Dinas Perkim 
untuk rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan 
material. Sebelumnya kita terlebih dulu diberi 
pengarahan untuk mengajukan proposal bagi yang 
rumahnya menerima bantuan RTLH. Tapi pas waktu 
pelaksanaannya terkadang pengiriman suka terlambat 
tidak sesuai rencana. Cuaca juga terkadang pas hujan 
jadi agak terlambat dalam pembangunannya.” 
(wawancara tanggal 14 Juli 2018) 
 
Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa 
pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan kota Surakarta benar-benar melakukan pemberian 
bantuan kepada masyarakat dengan perekonomian rendah 
untuk Rumah Yang Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan 
Semanggi yaitu berupa bantuan material bangunan rumah. 
Namun dalam proses pelaksanaan tersebut terdapat hambatan 
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yakni terkadang terjadi keterlambatan suplai atau pengiriman 
material bangunan, sehingga penerima bantuan terkadang 
harus menunggu terlebih dahulu, tidak sesuai dengan tanggal 
kesepakatannya. 
Selain melakukan wawancara dengan Koordinator 
Kelompok Penerima Bantuan (KPB) kelurahan Semanggi, 
peneliti juga memperkuat hasil penelitian melalui 
dokumentasi gambar, sebagai berikut: 
Gambar 4.4 
Salah Satu Rumah Penerima Bantuan Peningkatan 
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
  
Sebelum Sesudah 
Sumber :  Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan 
Kota Surakarta 
 
Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 
tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan peningkatan kualitas 
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut menghasilkan 
output dan sasaran sesuai dengan yang dikehendaki. Namun 
juga dalam kegiatan tersebut juga terdapat hambatan yakni 
adanya hambatan dalam pengiriman atau suplai bantuan 
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material kepada penerima bantuan yang disebabkan karena 
akses menuju lokasi yang sulit dan faktor cuaca sehingga 
dalam pembangunannya tidak sesuai dengan waktu yang 
diharapkan. 
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat 
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana 
sehat merupakan bagian kegiatan dari program 
pengembangan perumahan. Sebagaimana kegiatan ini 
bertujuan untuk menunjang sarana dan prasarana perumahan. 
Adapun spesifikasi pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana ini yaitu pembangunan 
pavingisasi dan pembuatan grill besi saluran di kawasan 
Semanggi. Tujuannya yaitu agar akses jalan pada lingkungan 
perumahan menjadi baik. Sehingga dapat menunjang 
mobilitas dan produktivitas masyarakat sehari-hari dalam 
melakukan kegiatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh 
Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh Bapak Sutiyo Joyo Legowo, SE, bahwa: 
“Sarana dan prasarana tentu sangat menunjang 
pada lingkungan perumahan. Seperti jalan, di 
kawasan Semanggi juga terdapat beberapa jalan yang 
rusak. Dengan dilakukan pembangunan sarana jalan 
yang baik seperti pembangunan pavingisasi itu 
masyarakat akan merasakan ketika jalan yang mereka 
lalui itu baik.” (Wawancara tanggal 9 Juli 2018) 
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Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Dhimas 
Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST. selaku Staff Pendataan 
dan Perencanaan Kawasan Permukiman, bahwa: 
“Untuk kawasan Semanggi sendiri itu 
dibeberapa titik dulu jalannya rusak. Sekarang 
dilakukan pembangunan seperti pavingisasi jalan. 
Menurut kami itu akan lebih bagus dan awet tahan 
lama. Selain itu jalan juga tentunya lebih bagus. 
Dengan demikian tentu menunjang mobilitas 
penghuninya dalam kegiatan sehari-hari.” 
(Wawancara tanggal 10 Juli 2018) 
 
Lebih lanjut lagi, menurut Bapak Heri Setyantoko, 
AP selaku Kepala Seksi Rumah Swadaya menjelaskan 
bahwa: 
“Tentu untuk menunjang sarana prasarana 
masyarakat. Apalagi itu kan akses masyarakat ketika 
keluar masuk pasti dilalui. Dulu jalan disana itu rusak. 
Sekarang sudah mulai kita dibenahi dititik-titik yang 
rusak itu. Ketika sarana prasarana mereka buruk jelas 
akan terganggu. Dengan dilakukan pavingisasi tentu 
akan menjadi lebih baik aksesnya. Untuk lokasinya 
dikawasan Semanggi itu pada tahun 2017 itu 
pavingisasi di kelurahan Semanggi gang serayu 10 
dan 11. Itu hasilnya bagus, disitu juga ada 
pemasangan grill besi saluran jadi akan lebih tertata.” 
(Wawancara tanggal 12 Juli 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui 
bahwa selama tahun 2017 terdapat beberapa lokasi yang 
dilakukan pembangunan sarana dan prasarana rumah 
sederhana sehat berupa pavingisasi jalan dan pembuatan grill 
besi saluran di kawasan Semanggi oleh Dinas Perumahan, 
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Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota Surakarta, yaitu 
di kelurahan Semanggi Gang Serayu 10 dan Gang Serayu 11. 
Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti juga 
melakukan observasi. Dalam melakukan observasi, peneliti 
mengamati sarana prasarana seperti jalan yang dilakukan 
pembangunan pavingisasi dan pembuatan grill besi 
sebagaimana yang dikemukakan dalam wawancara dari pihak 
dinas. Terlihat bahwa di kawasan Semanggi terdapat 
beberapa titik pembangunan pavingisasi dan pembuatan grill 
besi yaitu di gang Serayu 10 dan gang Serayu 11 kelurahan 
Semanggi dan hasilnya sangat bagus dan terlihat tertata rapi. 
Kemudian ditepi jalannya juga terlihat ada grill besi untuk 
saluran. Sehingga dengan demikian, akses jalan di 
lingkungan kelurahan Semanggi menjadi lebih baik dan 
tertata rapi. 
Dalam melakukan observasi, peneliti juga melakukan 
wawancara kepada Bapak S selaku warga sekitar Gang 
Serayu 10 kelurahan Semanggi, mengatakan bahwa : 
“Iya ini dibangun dari bantuan pemerintah 
mas, Akhir tahun kemarin ini dibangunnya. Ada juga 
yang di serayu 11 itu sama di paving seperti ini. 
Alhamdulillah jadi lebih rapi dan tertata. Jadi 
kelihatan bersih” (wawancara tanggal 14 Juli 2018) 
 
Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa 
pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
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Pertanahan kota Surakarta benar-benar melakukan 
pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 
berupa pavingisasi dan pembuatan grill besi di Gang Serayu 
10 dan Gang Serayu 11 kelurahan Semanggi. 
Selain melakukan wawancara dan observasi, juga 
terdapat dokumentasi dari pembangunan sarana dan 
prasarana rumah sederhana sehat berupa pembangunan 
pavingisasi dan pembuatan grill besi saluran. Adapun 
dokumentasi berupa gambar, sebagai berikut: 
Gambar 4.5 
Pavingisasi dan Pembuatan Grill Besi Saluran 
  
Gang Serayu 10 Gang Serayu 11 
Sumber :  Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan 
Pertanahan Kota Surakarta 
 
Dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi 
tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana rumah sederhana sehat berupa 
pembangunan pavingisasi jalan dan pembuatan grill besi 
saluran dalam penataan permukiman kumuh di kawasan 
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Semanggi pada tahun 2017 tersebut menghasilkan output 
yang bagus dan sasaran sesuai dengan yang diharapkan. 
b. Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-
gorong 
Program pembangunan saluran drainase atau gorong-
gorong merupakan salah satu penjabaran rencana strategi tahun 
2016-2021. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan 
yang sehat dipermukiman kumuh agar menjadi permukiman yang 
tidak kumuh lagi. Program pembangunan saluran drainase atau 
gorong-gorong merupakan bentuk respon dari pihak Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku 
penyelenggara dalam penataan permukiman kumuh di kota 
Surakarta khususnya di kawasan Semanggi. Dalam program ini 
memuat kegiatan, sebagai berikut: 
1) Pemeliharaan Drainase atau Gorong-gorong Lingkungan 
Pemeliharaan drainase atau gorong-gorong 
lingkungan merupakan salah satu bagian dari program 
pembangunan drainase atau gorong-gorong lingkungan. Hal 
yang melatar-belakangi adanya kegiatan pemeliharaan 
drainase atau gorong-gorong lingkungan yaitu masih kurang 
maksimalnya fungsi dari drainase itu sendiri karena kecilnya 
drainase yang ada. Kemudian masih terdapatnya genangan 
ketika hujan turun sehingga dapat mengakibatkan banjir. 
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Dengan demikian, adanya pemeliharaan drainase atau 
gorong-gorong lingkungan maka akan meminimalisir 
munculnya genangan dan juga terjadinya banjir. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Bapak Sutiyo 
Joyo Legowo, SE, bahwa: 
“Program pembangunan drainase dalam hal ini 
juga termasuk perbaikan juga bisa atau perawatan. 
Dimana drainase atau yang biasa kita tau gorong-
gorong itu di kawasan permukiman kumuh Semanggi 
itu dulunya banyak sumbatan dan genangan. Selain itu 
dulunya kecil yang dibangun menggunakan batu bata 
terus di semen itu sekarang ditingkatkan 
pembangunannya menggunakan yudit. Lebih modern 
lebih cepat, kualitasnya juga lebih terjamin.  Selain 
itu, tujuannya juga supaya menciptakan lingkungan 
yang sehat.” (Wawancara tanggal 9 Juli 2018) 
 
Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Dhimas 
Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST. selaku Staff Pendataan 
dan Perencanaan Kawasan Permukiman, bahwa: 
“Pemeliharaan drainase tujuannya sangat jelas 
menciptakan lingkungan sehat. Padatnya lingkungan 
di kawasan Semanggi apabila  kurang di 
perhatikannya saluran drainase yang fungsinya sangat 
vital sebagai saluran maupun pembuangan limbah non 
rumah tangga  tentu munculnya genangan, munculnya 
sarang penyakit. Dengan demikian kita melakukan 
pemeliharaan drainase tersebut agar bisa selalu terjaga 
fungsi dari drainase tersebut. Karena saluran drainase 
disana memang sangat kurang peruntukannya dan 
memang membutuhkan pemeliharaan. Selain itu kami 
juga memberi sedikit edukasi kepada masyarakat 
dipermukiman sana agar bisa merawat lingkungan 
dengan baik.” (Wawancara tanggal 10 Juli 2018) 
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Lebih lanjut lagi, menurut Bapak Heri Setyantoko, 
AP selaku Kepala Seksi Rumah Swadaya menjelaskan 
bahwa: 
“Kurang optimalnya fungsi dari drainase itu 
sendiri karena drainase di kawasan Semanggi 
sebagian titik memang buruk. Sehingga harus kita 
tangani. Drainase disini maksudnya drainase 
lingkungan. Agar saluran menjadi lancar, tidak 
kumuh. tidak ada sumbatan yang menjadikan 
genangan. Di tahun 2017 itu ada pembangunan 
drainase disana, di kelurahan Semanggi nya sendiri.” 
(Wawancara tanggal 12 Juli 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui 
bahwa selama tahun 2017 terdapat lokasi yang dilakukan 
pemeliharaan atau pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong di kawasan Semanggi yaitu tepatnya di kelurahan 
Semanggi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan kota Surakarta. 
Selain melakukan wawancara, juga terdapat 
dokumentasi dari pemeliharaan saluran drainase/gorong-
gorong di kawasan Semanggi Adapun dokumentasi berupa 
gambar, sebagai berikut: 
Gambar 4.6 
Pemeliharaan Saluran Drainase atau Gorong-gorong 
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Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan 
Pertanahan Kota Surakarta 
 
Selanjutnya dalam penelitian ini selain melakukan 
wawancara dan dokumentasi tersebut, peneliti juga 
melakukan observasi. Dalam melakukan observasi, peneliti 
melakukan penelusuran di sekitar kawasan Semanggi, mulai 
dari kampung sewu sampai dengan kelurahan Semanggi dan 
sekitarnya untuk melihat saluran drainase lingkungan yang 
ada di sepanjang jalan. Terlihat disana banyak drainase-
drainase lingkungan yang sudah layak dan bagus di kelurahan 
Semanggi yang diperbaiki oleh Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta. 
Dalam melakukan observasi juga peneliti melakukan 
wawancara kepada Bapak S selaku warga kelurahan 
Semanggi, mengatakan bahwa : 
“Iya ada pembangunan drainase juga ini dari 
pemerintah, dulu ya memang masih kayak gitu. 
Mungkin bisa dikatakan kurang layak, masih kumuh. 
ini sekarang sudah dibangun, sudah bagus dan terlihat 
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rapi. Tinggal kita sebagai masyarakat menjaga 
kebersihannya.” (wawancara tanggal 14 Juli 2018) 
 
Dari hasil observasi dan kutipan wawancara diatas 
dapat diketahui bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan kota Surakarta benar-benar 
melakukan pemeliharaan atau pembangunan saluran drainase 
di Kelurahan Semanggi. Dengan demikian, lingkungan di 
perumahan atau permukiman warga menjadi lebih bersih dan 
rapi tidak lagi menjadi kumuh. Hanya saja kedepan tetap 
membutuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam 
perawatannya. Apalagi saluran drainase tersebut juga sangat 
penting untuk menunjang sarana dan prasarana di lingkungan 
permukiman padat penduduk. 
Dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi 
tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pemeliharaan 
saluran drainase atau gorong-gorong tersebut menghasilkan 
output dan sasaran sesuai dengan yang dikehendaki. Dan 
selanjutnya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk tetap 
menjaga kebersihan lingkungan permukiman agar menjadi 
permukiman yang tidak kumuh dan layak huni. 
2. Anggaran 
Anggaran merupakan suatu komponen yang sangat penting 
dalam mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan untuk 
mencapai suatu tujuan. Anggaran adalah program yang dinyatakan 
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dalam bentuk satuan uang. Setiap program yang dilaksanakan 
membutuhkan anggaran sesuai dengan yang direncanakan yang 
nantinya akan direalisasikan untuk masing-masing kegiatan yang 
dilakukan. 
Setelah semua program dan kegiatan untuk penataan 
permukiman kumuh disusun maka selanjutnya disusun rancangan 
anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 
Merencanakan sebuah anggaran adalah langkah lanjutan pihak 
manajemen dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan 
untuk mengimplementasikan sebuah kegiatan dari masing-masing 
program tersebut. Anggaran menjadi hal yang sangat penting, karena 
apabila anggaran yang telah direncanakan meleset jauh dari 
realisasinya maka akan berakibat pada program dan kegiatan yang 
telah ditetapkan dan berdampak juga pada strategi yang telah 
dirumuskan. Selain itu, tanpa anggaran maka program yang dibuat 
akan sulit direalisasikan. Dalam upaya penataan permukiman kumuh 
di kawasan Semanggi kota Surakarta, Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan membutuhkan angaran untuk dapat 
merealisasikan pada masing-masing kegiatannya yang dilakukan, 
sebagai berikut: 
a. Program Pengembangan Perumahan 
1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
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Sumber dana/anggaran yang digunakan dalam 
implementasi kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak 
layak huni (RTLH) berasal dari APBD Kota, DAK, APBD 
Provinsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Kepala Seksi 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 
Bapak Sutiyo Joyo Legowo, SE, bahwa: 
“Anggaran program RTLH itu dari APBD 
ada, DAK ada, Provinsi ada, yang jelas sumber 
dananya itu dari itu. Yang terpenting disini jangan 
sampai ada tumbukan atau double anggaran antara 
APBD dengan DAK misalnya. Besaran nominalnya 
itu 15jt per unit/rumah. Untuk kendala mungkin 
keterbatasan anggaran, memang kan ini bertahap.” 
(Wawancara tanggal 9 Juli 2018) 
 
Pernyataan tersebut senada dengan Bapak Dhimas 
Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST, selaku Staff Pendataan 
dan Perencanaan Kawasan Permukiman, bahwa: 
“Anggaran ada yang dari APBD, ada juga 
DAK. Untuk RTLH ini juga macam-macam, dari 
Kota ada, Provinsi juga ada, Pusat juga ikut 
membantu. Untuk besarannya juga ada masing-
masing tiap rumah dapatnya 15 juta.” (Wawancara 
tanggal 10 Juli 2018) 
 
Lebih lanjut menurut Bapak Heri Setyantoko, AP 
selaku Kepala Seksi Rumah Swadaya menjelaskan bahwa: 
“Program RTLH dikawasan Semanggi ini kita 
menggunakan dana dari APBD Kota, DAK, dari 
APBD Provinsi juga ada. Namun dari sumber dana 
tersebut, pengelolaannya masing-masing. Untuk 
Perkim sendiri itu APBD Kota dan DAK. Sedangkan 
untuk nominalnya yaitu 15jt per rumah” (Wawancara 
tanggal 12 Juli 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui 
untuk anggaran kegiatan bantuan peningkatan kualitas 
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut berasal dari 
beberapa sumber, yaitu, APBD Kota, DAK, dan APBD 
Provinsi dengan besaran Rp 15 juta per unit/rumah. Namun 
dalam pengelolaannya Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan dana APBD Kota dan DAK. 
Untuk APBD Provinsi dan bantuan dari pusat ada 
penanggung jawab sendiri yaitu dari provinsi. 
Selain dari wawancara tersebut, peneliti juga 
melakukan dokumentasi terkait anggaran bantuan RTLH 
yaitu tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Penerima 
bantuan Rumah Swadaya Yang Bersumber dari DAK dan 
APBD kota Surakarta tahun 2017 (Terlampir) dan Laporan 
akhir program RTLH. Adapun rincian anggaran kegiatan 
peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), sebagai 
berikut : 
Tabel 4.7 
Rincian Anggaran Penerima Bantuan Peningkatan 
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta 
Tahun 2017 
Kelurahan 
Jumlah Penerima 
(Unit) 
Sumber Dana 
Anggaran (Rupiah) 
Target Realisasi 
Semanggi 
16 DAK 240.000.000 240.000.000 
50 APBD Kota 750.000.000 750.000.000 
Total Anggaran 990.000.000 990.000.000 
Sumber: Dokumen Laporan Akhir RTLH Tahun Anggaran 2017 dan 
 Lampiran SK Walikota 
 
 
100 
 
 
Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi realisasi 
anggaran tersebut sesuai dengan target. Sehingga dalam 
kegiatan peningkatan kualitas RTLH sesuai dengan output 
yang diharapkan. Karena memang dalam pemberian bantuan 
kepada RTLH nominal yang diberikan harus sesuai untuk 
masing-masing rumahnya yaitu sebesar Rp 15.000.000/unit 
atau rumah. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran 
sehingga kegiatan peningkatan kualitas perumahan rumah 
yang tidak layak huni dilakukan secara bertahap. 
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat 
Sumber dana/anggaran yang digunakan dalam 
pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 
berupa pavingisasi dan pembuatan grill besi saluran di 
kawasan Semanggi berasal dari APBD. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Permukiman Kumuh Bapak Sutiyo Joyo Legowo, 
SE, bahwa: 
“Untuk anggaran dalam penataan permukiman 
kumuh itu dari APBD dan APBN. Nah untuk 
pavingisasi dan pembuatan grill besi di kawasan 
Semanggi ini yang sudah kita lakukan pada tahun 
2017 kemarin itu baru di kelurahan Semanggi 
menggunakan APBD. Kemudian untuk terkait 
kendala pasti ada, dengan banyaknya kawasan yang 
membutuhkan perbaikan dalam penataan permukiman 
kumuh ini juga kan berarti secara otomatis anggaran 
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yang dikeluarkan tentu tidak sedikit. Dengan 
demikian kita dalam pelaksanaannya harus bertahap, 
sesuai badget” (Wawancara tanggal 9 Juli 2018) 
 
Pernyataan tersebut senada dengan Bapak Dhimas 
Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST, selaku Staff Pendataan 
dan Perencanaan Kawasan Permukiman, bahwa: 
“Kegiatan pavingisasi ini termasuk satu paket 
dalam penataan kawasan kumuh. Nah untuk 
anggarannya bermacam-macam. Ada APBD, maupun 
APBN itu nantinya dibagi-bagi ada pengelolannya 
masing-masing. Untuk pavingisasi di kelurahan 
semanggi pada tahun 2017 itu yang dilakukan di gang 
serayu 10 dan 11 menggunakan APBD.” (Wawancara 
tanggal 10 Juli 2018) 
 
Lebih lanjut menurut Bapak Heri Setyantoko, AP 
selaku Kepala Seksi Rumah Swadaya menjelaskan bahwa: 
“Pembangunan sarpras rumah sehat berupa 
pembangunan pavingisasi jalan kemudian juga 
pembuatan grill besi saluran di kawasan Semanggi 
tahun 2017 menggunakan anggaran dari APBD.” 
(Wawancara tanggal 12 Juli 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui 
untuk anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 
rumah sederhana sehat berupa pavingisasi dan pembuatan 
grill besi saluran di kelurahan Semanggi yaitu menggunakan 
dana APBD. Adapun kendala nya yaitu banyaknya kawasan 
yang membutuhkan penanganan sehingga memerlukan 
anggaran yang banyak pula. Dengan demikian tidak mungkin 
pada tahun yang sama dapat menyelesaikan penataan 
tersebut. Sehingga dilakukan secara bertahap ditiap tahunnya 
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pada titik-titik lokasi yang sudah ditetapkan. Pada tahun 
2017, kegiatan pavingisasi dan grill besi yang dilaksanakan 
dikawasan Semanggi itu baru dikerjakan di kelurahan 
Semanggi yaitu di Gang Serayu 10 dan 11. 
Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana rumah sederhana sehat tersebut, berdasarkan 
dokumentasi data yang diperoleh pembangunan tersebut 
termasuk dalam satu paket program Penataan Kawasan 
MOJANG SEKATI Paket II. Sebagaimana dalam anggaran 
pembangunan sarana dan prasarana alokasinya tidak hanya 
untuk kawasan Semanggi saja namun juga dengan kawasan 
lain. Adapun rincian anggarannya, sebagai berikut : 
Tabel 4.8 
Rincian Anggaran Penataan Kawasan MOJANG SEKATI 
Paket II Tahun 2017 
Sumber : Laporan Kegiatan APBD Tahun 2017 (APBD Reguler dan 
Perubahan) 
 
Adapun rincian anggaran khusus untuk kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 
berupa pavingisasi dan pembuatan grill besi saluran khusus di 
kelurahan Semanggi, sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Kegiatan 
Sumber 
Dana 
Anggaran (Rupiah) 
Nilai Pagu / Target Realisasi 
Pembangunan Sarana Dan 
Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat 
APBD 
Rp996.100.000 Rp923.708.000 
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Rincian Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kota Surakarta 
Tahun 2017 
Spesifikasi 
Pekerjaan 
Lokasi 
Sumber Dana Realisasi Anggaran 
(Rupiah) 
Pekerjaan 
Persiapan 
Kelurahan Semanggi 
APBD 
5.326.000 
Pavingisasi dan 
Pembuatan Grill 
Besi Saluran 
Kelurahan Semanggi 
Gang Serayu 10 
194.792.110 
Kelurahan Semanggi 
Gang Serayu 11 
218.306.196 
Total Anggaran  418.424.306 
Sumber: Dokumen Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 
 Anggaran 2017 
 
Adapun realisasi anggarannya tidak melebihi 
anggaran yang dipatok (Pagu). Selanjutnya waktu 
pelaksanannya sesuai dengan kontrak yaitu tanggal kontrak 
15 Agustus 2017 s.d 23 November 2017 (100 hari). 
b. Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-
gorong 
1) Pemeliharaan Drainase atau Gorong-gorong lingkungan 
Sumber dana/anggaran yang digunakan dalam 
implementasi kegiatan Pemeliharaan drainase atau gorong-
gorong lingkungan di kawasan Semanggi berasal dari APBD. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Kepala Seksi 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 
Bapak Sutiyo Joyo Legowo, SE, bahwa: “Untuk drainase di 
Semanggi tahun 2017 itu menggunakan APBD.” (Wawancara 
tanggal 9 Juli 2018) 
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Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Bapak 
Dhimas Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST, selaku Staff 
Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, bahwa: 
“Anggaran ada yang dari APBD, ada juga 
APBN. Untuk pembangunan drainase atau gorong-
gorong ini juga macam-macam, tidak semuanya 
diambilkan dari APBD, Provinsi juga ada, Pusat juga 
ikut membantu. Namun untuk yang pembangunan 
drainase yang di kelurahan Semanggi tahun 2017 
kemarin itu menggunakan APBD.” (Wawancara 
tanggal 10 Juli 2018) 
 
Lebih lanjut menurut Bapak Heri Setyantoko, AP 
selaku Kepala Seksi Rumah Swadaya menjelaskan bahwa: 
“Pembangunan drainase masih ikut dalam 
paket penataan permukiman kumuh salah satunya di 
kawasan Semanggi. Untuk anggarannya ya sama, dari 
APBD dan APBN tergantung itu lokasinya 
menggunakan APBD atau APBN. Jadi memang 
dalam pelaksanaan penataan permukiman kumuh ini 
kompleks sekali dan tidak sedikit pula anggaran yang 
dikeluarkan. Untuk yang kelurahan Semanggi itu 
menggunakan APBD tahun 2017.” (Wawancara 
tanggal 12 Juli 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui 
untuk anggaran kegiatan pemeliharaan drainase atau gorong-
gorong lingkungan di kelurahan Semanggi sebagaimana 
mana termasuk dalam penataan permukiman kumuh kawasan 
Semanggi pada tahun anggaran 2017 tersebut berasal dari 
APBD. Dalam realisasi anggarannya sesuai dengan target 
tidak melebihi harga yang dipatok atau Nilai Pagu. Adapun 
rincian anggaran kegiatan pemeliharaan drainase atau 
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gorong-gorong di kawasan Semanggi pada tahun 2017, 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.10 
Rincian Anggaran Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Kota 
Surakarta Tahun 2017 
Spesifikasi 
Pekerjaan 
Lokasi 
Anggaran (Rupiah) 
Nilai Pagu / Target Realisasi 
Pekerjaan Persiapan 
Kelurahan Semanggi 
87.500.000 
2.950.400 
Pekerjaan Tanah 12.432.175 
Pekerjaan Beton 57.293.660 
Pekerjaan Plesteran 3.437.000 
Jumlah 76.113.235 
PPN 10% 7.611.323 
Total Anggaran 83.724.558 
Pembulatan 83.700.000 
Sumber: Dokumen Rekapitulasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 
 
3. Prosedur 
Prosedur terkadang disebut Standard Operating Procedures 
(SOP). Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik 
yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu 
tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur tersebut digunakan untuk 
mengarahkan pada implementasi kegiatan yang didalamnya terdapat  
langkah-langkah tertentu untuk memberi pedoman dalam 
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pelaksanaannya. Begitupun  dengan Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam 
mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah dirumuskan 
maka dalam pelaksanannya memiliki prosedur yang harus dijalankan, 
sebagai berikut: 
 
 
 
a. Program Pengembangan Perumahan 
1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
Prosedur terkait pelaksanaan peningkatan kualitas 
rumah tidak layak huni (RTLH) menggunakan SOP yang 
sudah ditetapkan. Mulai dari tahap survey sampai dengan 
pengawasan. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Kepala 
Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 
Kumuh Bapak Sutiyo Joyo Legowo, SE, bahwa: 
“Dalam masing-masing pelaksanaannya 
memiliki prosedur. Untuk peningkatan RTLH ini, 
pertama dilakukan perencanaan dulu. Kemudian 
survey ke lokasi yang dilakukan tenaga fasilitator 
lapangan (TFL). Dilihat itu data sesuai tidak dengan 
fakta dilapangan. Kemudian ada bagian evalusasi. 
Setalah itu baru mulai persiapan pelaksanaan. Mulai 
dari pembentukan kelompok penerima bantuan 
dengan ditunjuk salah satu koordinatornya. KPB 
tersebut nantinya bertanggung jawab kepada 
kelompok kerja (Pokja) itu diambil dari kelurahan. 
Jelas itu ada SOP nya yang mengatur tiap masing-
masing bagian.”(Wawancara tanggal 19 Juli 2018) 
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Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Dhimas 
Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST. selaku Staff Pendataan 
dan Perencanaan Kawasan Permukiman, bahwa: 
“Untuk terkait prosedur pelaksanaannya kita 
mulai dari perencanaan, selanjutnya ada survey 
lapangan atau lokasi sasaran. Kita sesuaikan data 
yang ada dengan data dilapangan. Kemudian setelah 
itu kalau sudah sesuai kemudian dibentuk kelompok 
penerima bantuan (KPB) yangmana itu bertanggung 
jawab kepada Kelompok Kerja (Pokja) yaitu kepala 
Kelurahan. Yang nantinya itu akan dimonitoring oleh 
Dinas.” (Wawancara tanggal 19 Juli 2018) 
 
Lebih lanjut lagi, menurut Bapak Heri Setyantoko, 
AP selaku Kepala Seksi Rumah Swadaya menjelaskan 
bahwa: 
“Koordinator Kelompok Penerima Bantuan 
(KPB) itu dipilih ketika sosialisasi bersama warga 
yang mendapatkan bantuan. Masing-masing KPB itu 
terdiri dari 20 orang penerima bantuan. Kemudian 
dipilih salah satu menjadi koordinator. Kemudian 
selanjutnya, koordinator itu bertanggung pada 
kelompok kerja (Pokja) itu dari kelurahan, bisa kepala 
kelurahan atau sekretaris. Kemudian pokja tersebut 
yang nantinya berkoordinasi kepada TFL atau tenaga 
fasilitator lapangan. Itu ditunjuk dari Dinas” 
(Wawancara tanggal 19 Juli 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui 
bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Petanahan dalam melakukan kegiatan peningkatan kualitas 
rumah tidak layak huni menggunakan acuan SOP 
(Terlampir). Dalam kegiatan ini dimulai dengan perencanaan, 
penganggaran, survey lokasi yang menjadi sasaran dan 
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pelaksanaan. Dengan demikian dalam pelaksaannya 
diharapkan bisa sesuai dengan yang dikehendaki dan tepat 
sasaran. Berikut adalah prosedur yang dimiliki oleh Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 
kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni 
(RTLH) : 
 
 
 
Gambar 4.7 
Bagan Prosedur Peningkatan Kualitas Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta 
 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan Kota Surakarta 
melakukan perencanaan kegiatan. 
Penunjukan PPK, Rekruitmen TFL 
Pembentukan Koordinator Kelompok 
Penerima Bantuan (KPB) dan Ketua 
Kelompok Kerja kerja. 
Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi 
Survei Lokasi, Pendataan dan Verifikasi 
yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator 
Lapangan (TFL) 
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Lebih lanjut, prosedur pelaksanaan kegiatan RTLH ini 
dalam pengadaan jasa dilakukan secara Swakelola. 
Sebagaimana berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 
2010 tentang pengadaan barang/jasa, Swakelola adalah 
Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, 
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai 
penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain 
dan/atau kelompok masyarakat. Adapun rincian prosedurnya 
dalam kegiatan peningkatan kualitas RTLH adalah penujukan 
Pejabat Pembuat Komitmen, Tenaga Fasilitator Lapangan 
(TFL), Koordinator Penerima bantuan (KPB) dan Ketua 
Kelompok Kerja (Pokja). Adapun mekanismenya seperti yang 
dikemukakan oleh Ibu Bekti Dharmayani, ST selaku Kepala 
Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, 
bahwa: 
“Untuk mekanisme pelaksanaannya pada tahun 
2017, pertama kepala dinas menunjuk satu PPK 
dengan melihat sertifikasi jasa konstruksi, kemudian 
beban kerjasanya. Kemudian dibawahnya ada TFL, 
yangmana itu dilakukan rekruitmen secara terbuka 
diadakan pengumuman melalui LPSE dan juga 
ditempel dipapan pengumuman. Selanjutnya dilakukan 
seleksi dengan tes tertulis dan wawancara, kemudian 
diambil sesuai dengan kuota. Adapun rekruitmen TFL 
itu perbandingannya sekitar 1:50. Maksutnya 1 TFL 
itu nantinya bertanggung jawab atas 50 penerima 
bantuan, namun juga melihat kawasan dan sumber 
dana yang dipertanggung jawabkan tidak harus 1 TFL 
untuk 50 penerima, bisa lebih atau bahkan kurang. 
Selanjutnya dilakukan pemilihan Ketua Pokja dan 
KPB yangmana itu dilakukan ketika sosialisasi kepada 
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masyarakat penerima bantuan.” (Wawancara tanggal 
19 Juli 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui 
bahwa dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak 
Layak Huni terdapat urutan prosedur pelaksanaan penujukan 
PPK, TFL, Pokja dan KPB, sebagaimana dapat dilihat pada 
gambar 4.7, sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8 
Bagan Prosedur Pelaksanaan 
Penunjukan/Pemilihan SDM dalam Peningkatan 
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta 
 
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 
Pejabat Pembuat Komitmen  
 
Rekruitmen Tenaga Fasilitator 
Lapangan (TFL) 
Pemilihan Ketua Pokja dan 
Koordinator Penerima Bantuan (KPB) 
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Pejabat Pembuat Komitmen ditentukan 
berdasarkan melihat sertifikasi jasa konstruksi dan beban 
kerja. PPK bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Dinas. Adapun PPK dalam kegiatan peningkatan kualitas 
RTLH tahun anggaran 2017 adalah Bapak Saryanta, SIP., 
ST. Dalam pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
untuk kegiatan RTLH terdapat anggaran yang dibutuhkan 
yaitu honor yang diberikan kepada PPK dengan besaran 
yang sudah ditentukan berdasarkan honorarium pengadaan 
barang dan jasa sebesar Rp2.887.500. 
 
 Rekruitmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 
Rekruitmen TFL dilakukan langsung dari Dinas 
dengan memasang pengumuman di LPSE dan papan 
pengumuman di Dinas. Setelah menerima lamaran, 
kemudian dilakukan seleksi dengan tes tertulis dan 
wawancara. Adapun untuk kelurahan Semanggi pada 
tahun 2017 terdapat 2 TFL dengan pembagian  1 TFL 
bertanggung jawab atas 16 Penerima dengan anggaran 
DAK. Dan 1 TFL bertanggung jawab atas 50 Penerima 
dengan anggaran APBD Kota Surakarta. Adapun Tenaga 
Fasilitator Lapangan (TFL) nya adalah Bapak Hari Wiradi 
(DAK) dan Bapak Budi Sayuto (APBD). 
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Dalam pengadaan Tenaga Fasilitator Lapangan 
(TFL) terdapat anggaran yang dibutuhkan yaitu 
berdasarkan honorarium pengadaan barang dan jasa. 
(terlampir) 
 Pemilihan Pokja dan KPB 
Pemilihan ketua kelompok kerja (Pokja) dan 
Koordinator Penerima Bantuan (KPB) dilakukan ketika 
sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan. Adapun 
pelaksanaan sosialisasi menjelang pelaksanaan kegiatan.  
 
 
Gambar 4.9 
Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah 
Tidak Layak Huni (RTLH) 
 
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan Kota Surakarta 
 
Dari hasil sosialisai tersebut dihasilhan bahwa 
ketua kelompok kerja (Pokja) yaitu kepala kelurahan 
(Lurah). Adapun KPB nya adalah, sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 
Daftar Koordinator Penerima Bantuan Peningkatan 
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta 
Tahun 2017 
No KPB Nama Koordinator 
1 KPB 1 (RW 1, 2, 3 sejumlah 26 rumah) BP. SRIYONO 
2 KPB 2 (RW 4 sejumlah 3 rumah) BP. SUWARNO 
3 KPB 3 (RW 7,8,9,11,12 sejumlah 10 rumah) BP. MUH. SUGIYO 
4 KPB 4 (RW 17, 19, 21 sejumlah 11 rumah) BP. JOKO SETYO K 
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta 
 
Sebagaimana Koordinator Penerima Bantuan 
tersebut berfungsi untuk mengoordinir dilapangan yaitu 
ketika dropping/suplai atau pengiriman material. 
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat 
Prosedur dalam implementasi pembangunan sarana 
dan prasarana rumah sederhana sehat berupa pavingisasi dan 
pembuatan grill besi saluran menggunakan acuan SOP. 
Dalam pelaksanaan kegiatan pavingisasi dan pembuatan grill 
besi ini juga melalui lelang, karena anggaran yang 
dikeluarkan lebih dari 200 juta. Sesuai dengan peraturan, 
untuk pembangunan yang anggarannya diatas 200 juta 
dilakukan lelang. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh 
Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh Bapak Sutiyo Joyo Legowo, SE, bahwa: 
“Jelas ada prosedurnya masing-masing. Mana 
mungkin kita melaksanakan pekerjaan tidak ada 
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prosedurnya. SOP juga kita sudah jelas. Jadi disini 
memang kita dituntut untuk bekerja sesuai koridornya 
masing-masing. Untuk kegiatan pembangunan sarana 
prasarana ini kurang lebih sama dengan kegiatan 
pembangunan lain. Ya pertama kita lakukan 
perencanaan dulu, kemudian dilakukan survey, 
kemudian kita siapkan masterplan dan DED nya itu 
seperti apa. Kemudian kalau untuk pembangunan 
dengan anggaran tinggi, diatas 200 juta itu kita 
lakukan lelang. Karena memang sesuai dengan 
peraturan seperti itu. Untuk dibawah200 juta itu 
biasanya dilakukan penunjukan.” (Wawancara tanggal 
19 Juli 2018) 
 
Pernyataan tersebut senada dengan Bapak Dhimas 
Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST, selaku Staff Pencegahan 
dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, bahwa: 
“Iya memang untuk pembangunan dengan 
anggaran lebih dari 200 juta itu kita lakukan lelang. 
Prosedurnya seperti apa. Kita beri semacam 
pengumuman. Karena memang dalam peraturan 
seperti itu. Peraturan presiden tentang penyediaan 
barang dan jasa.” (Wawancara tanggal 19 Juli 2018) 
 
Lebih lanjut menurut Bapak Saryanta, SIP, ST. 
Selaku Kepala Bidang Perumahan menjelaskan bahwa: 
“SOP tentu ada, bagaimana pekerjaan yang 
akan kita lakukan, apa saja yang kita kerjaan itu ada 
yang mengatur. Ada SOP nya. Begitupun untuk 
pembangunan sarana prasarana. Juga sama seperti itu. 
Jelas ada SOP nya. Mulai dari tahap awal sampai 
akhir itu ada pembagiannya masing-masing.” 
(Wawancara tanggal 19 Juli 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui 
bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Petanahan dalam melakukan kegiatan pembangunan sarana 
dan prasarana rumah sederhana sehat berupa pavingisasi dan 
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pembuatan grill besi saluran berdasarkan acuan SOP 
(Terlampir). Dalam kegiatan ini dimulai tahap awal yaitu 
perencanaan, kemudian penganggaran, survey lokasi, 
penyiapan masterplan dan DED selanjutnya lelang kepada 
mitra kerja. Dengan demikian dalam pelaksaannya 
diharapkan bisa sesuai dengan yang dikehendaki dan tepat 
sasaran. Berikut adalah prosedur yang dimiliki oleh Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 
pembangunan sarana dan prasaran rumah sederhana sehat 
berupa pavingisasi dan pembuatan grill besi saluran, sebagai 
berikut: 
Gambar 4.10 
Bagan Prosedur Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Rumah Sederhana Sehat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Survei Lokasi, Pendataan dan 
Verifikasi 
Penyiapan Masterplan dan DED 
(Detail Engineering Design) 
Melakukan Lelang untuk Mitra Kerja 
Pelaksanaan, Pengawasan dan 
Pengendalian 
Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kota 
Surakarta melakukan perencanaan 
kegiatan. 
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Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta 
 
Lebih lanjut, dalam prosedur pelaksanaan kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana berupa pavingisasi dan 
pembuatan grill besi saluran di gang serayu 10 dan 11 
kelurahan semanggi ini dilakukan lelang sebagai mitra kerja. 
Adapun mekanismenya seperti yang dikemukakan oleh 
Bapak Dhimas Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST, selaku 
Staff Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 
Kumuh, bahwa: 
“Pembangunan pavingisasi di gang serayu itu 
bagian dari penataan Mojangsekati Paket II jadi itu 
dilakukan lelang. Pesertanya itu siapa saja ada 
didokumen kontrak, berita acara pelaksanaan lelang 
Penataan Mojangsekati Paket II”. (Wawancara 
tanggal 19 Juli 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui 
bahwa dalam kegiatan pavingisasi dan pembuatan grill besi 
saluran di gang serayu kelurahan Semanggi dilakukan dengan 
Lelang. Sebelum proses lelang, terdapat Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab secara 
administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang 
dan jasa. Sebagaimana PPK ditunjuk/dipilih oleh Kepala 
Dinas berdasarkan sertifikasi dan beban kerja yang dimiliki. 
Adapun PPK dalam kegiatan pavingisasi dan pembuatan grill 
besi saluran di gang serayu 10 & 11 kelurahan semanggi 
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sebagaimana kegiatan tersebut adalah bagian dari penataan 
Mojang Sekati paket II adalah Bapak Saryanta, SIP., ST. 
Dalam pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk 
penataan Mojang Sekati paket II terdapat anggaran yang 
dibutuhkan yaitu honor yang diberikan kepada PPK dengan 
besaran yang sudah ditentukan berdasarkan honorarium 
pengadaan barang dan jasa sebesar Rp2.887.500. 
Selanjutnya untuk mengetahui proses pelaksanaan 
lelang, peneliti melakukan dokumentasi. Pelaksanaan lelang 
dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah 
sederhana sehat berupa pavingisasi dan pembuatan grill besi 
saluran dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden 
nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. 
Kegiatan ini dilakukan Lelang sebagai mitra kerja karena 
nominal/anggaran yang disediakan dalam pembangunan lebih 
dari Rp200.000.000. Adapun peserta dari lelang kegiatan 
pavingisasi dan pembuatan grill besi saluran di gang serayu 
10 dan 11, sebagaimana kegiatan tersebut adalah bagian dari 
penataan Mojang Sekati paket II berdasarkan Berita Acara 
Hasil Pengadaan (terlampir) sebanyak 22 peserta, yaitu: 
• CV Jaya Persada 
• CV Adi Pura 
• PT BCG Pipe Indonesia 
• Diamond Teknik 
• Eka Jaya 
• CV Mira Sejahtera 
 
 
118 
 
• CV Cinta Kasih 
• CV Machine Jaya 
• PT Duradonindo Pratama 
• CV Putra Gumenang 
• CV Kiat Jaya 
• CV Berkah Anugerah 
• PT Agung Waskita 
• CV Gitta Persada 
• CV Graha Mulya 
• CV Mitra Teknikindo 
• Fajar Jaya 
• CV Tritama Ully Abadi 
• CV Mandiri Jaya 
• CV Wahyu Mulia 
• CV Dwi Karya Hutama 
• CV Marditomo 
 
Dari 22 peserta tersebut, hanya terdapat 1 peserta 
yang memasukkan penawaran yaitu CV Adi Pura. Dengan 
demikian, dapat diketahui hasil dari proses lelang kegiatan 
tersebut dimenangkan oleh CV Adi Pura dengan nilai kontrak 
Rp923.708.000. Dengan demikian, anggaran yang disediakan 
(pagu) terdapat sisa. Nilai pagunya adalah Rp996.100.000. 
Adapun sisa anggaran tersebut masuk di kas daerah Kota 
Surakarta. 
Adapun yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas 
kegiatan tersebut adalah CV Pakar Semi, dengan anggaran 
sebagai berikut: 
Tabel 4.12 
Rincian Anggaran Konsultan Pengawas Penataan Kawasan 
MOJANG SEKATI Paket II Tahun 2017 
Kegiatan 
Sumber 
Dana 
Anggaran (Rupiah) 
Nilai Pagu / Target Realisasi 
Konsultan Pengawas APBD Rp 46.500.000 Rp 42.508.000 
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Sumber : Laporan Kegiatan APBD Tahun 2017 (APBD Reguler dan 
Perubahan) 
 
Dengan demikian, nilai pagu atau anggaran yang 
disediakan tersisa. Adapun sisa anggaran tersebut masuk di 
kas daerah Kota Surakarta. 
 
b. Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-
gorong 
1) Pemeliharaan Drainase atau Gorong-gorong lingkungan 
Prosedur dalam pelaksanaan pemeliharaan saluran 
drainase atau gorong-gorong menggunakan acuan SOP. 
Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran drainase 
atau gorong-gorong di kawasan Semanggi ini dilakukan 
penunjukan kepada mitra kerja karena anggaran yang 
dikeluarkan kurang dari 200 juta lain halnya kegiatan 
pavingisasi diatas. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh 
Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh Bapak Sutiyo Joyo Legowo, SE, bahwa: 
“Ada SOP nya. Itu sama dengan kegiatan 
pembangunan yang tadi. Jadi SOP nya itu tergantung 
pada skup mereka masing-masing. Isalnya dibagian 
perencanaan, itu ada SOPnya. Kemudian bagian 
pelaksanaan itu juga ada SOPnya. Jadi gitu. Kurang 
lebih sama. Lelang juga seperti itu. Kemudian untuk 
pemeliharaan drainase juga kalau nominalnya diatas 
200juta itu lelang. Namun untuk di titik kelurahan 
Penataan Kawasan 
MOJANG SEKATI Paket II 
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Semanggi ini kurang dari 200juta berarti ya dilakukan 
penunjukan.” (Wawancara tanggal 19 Juli 2018) 
 
Pernyataan tersebut senada dengan Bapak Dhimas 
Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST, selaku Staff Pencegahan 
dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, bahwa: 
“Pada intinya, semua yang kita kerjakan ini 
ada SOP nya. Sesuai dengan SOP yang ada. Baik dari 
tahap perencanaan, penyiapan masterplan dan DAED. 
Untuk konsultannya siapa juga itu ada SOP nya yang 
mengatur. Untuk alurnya bagaimana ya kurang lebih 
sama seperti tadi. Kita dari dinas pertama melakukan 
perencanaan dulu. Kemudian menganggarkan. Untuk 
anggaran juga tentunya sangat diperhatikan sekali. 
Agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. 
Kemudian lelang kalau memang itu wajib untuk 
lelang. Tergantung anggarannya. Kalau drainase itu 
ada yang lelang ada yang penunjukan. Kalau 
pokoknya kalau sesuai peraturan pengadaan barang 
dan jasa itu ya dibawah 200 juta itu dilakukan 
penujukan langsung. Dalam penunjukan pun kita 
harus mengetahui atau sesuai dengan yang mumpuni 
melihat track record-nya.” (Wawancara tanggal 19 
Juli 2018) 
 
Lebih lanjut menurut Bapak Saryanta, SIP, ST. 
Selaku Kepala Bidang Perumahan menjelaskan bahwa: 
“SOP itu jelas ada, seperti yang saya jelaskan 
tadi diawal intinya bagaimana pekerjaan yang akan 
kita lakukan, apa saja yang kita kerjaan itu ada yang 
mengatur. Ada SOP nya. Begitupun untuk 
pembangunan drainase. Juga sama seperti itu. Jelas 
ada SOP nya. Mulai dari tahap awal sampai akhir itu 
ada pembagiannya masing-masing.” (Wawancara 
tanggal 19 Juli 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui 
bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Petanahan dalam melakukan kegiatan pemeliharaan saluran 
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drainase lingkungan atau gorong-gorong berdasarkan acuan 
SOP (Terlampir). Dalam kegiatan ini dimulai tahap awal 
yaitu perencanaan, kemudian penganggaran, survey lokasi, 
penyiapan masterplan dan DED selanjutnya penunjukan 
kepada mitra kerja. Dengan demikian dalam pelaksaannya 
diharapkan bisa sesuai dengan yang dikehendaki dan tepat 
sasaran. Berikut adalah prosedur yang dimiliki oleh Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 
pemeliharaan saluran drainase atau gorong-gorong 
lingkungan, sebagai berikut: 
Gambar 4.11 
Bagan Prosedur Pemeliharaan Saluran Drainase atau 
Gorong-gorong Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta 
Survei Lokasi, Pendataan dan Verifikasi 
Penyiapan Masterplan dan DED (Detail 
Engineering Design) 
Melakukan Penujukan untuk Mitra Kerja 
Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta melakukan 
perencanaan kegiatan. 
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Lebih lanjut, dalam prosedur pelaksanaan kegiatan 
pemeliharaan saluran drainase atau gorong-gorong di 
kelurahan Semanggi ini dilakukan penunjukan atau 
pengadaan langsung sebagai mitra kerja. Adapun 
mekanismenya seperti yang dikemukakan oleh Bapak 
Dhimas Harso Jiwando Adhi Nugroho, ST, selaku Staff 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, 
bahwa: 
“Pemeliharaan saluran drainase di kelurahan 
Semanggi itu dilakukan penunjukan mitra kerja atau 
pengadaan langsung karena nominalnya di bawah 200 
juta, Namun tetap sesuai dengan prosedur maupun 
syarat yang ditentukan”. (Wawancara tanggal 19 Juli 
2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui 
bahwa dalam kegiatan pemeliharaan saluran drainase atau 
gorong-gorong di kelurahan Semanggi dilakukan dengan 
Penunjukan atau Pengadaan Langsung mitra kerja. Sebelum 
mengetahui proses penunjukan atau pengadaan langsung, 
terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang 
bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial 
terhadap pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana PPK 
ditunjuk/dipilih oleh Kepala Dinas berdasarkan sertifikasi 
dan beban kerja yang dimiliki. Adapun PPK dalam kegiatan 
pemeliharaan saluran drainase atau gorong-gorong di 
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keluraha Semanggi adalah Bapak Heru Karsono, ST. Dalam 
pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan 
pemeliharaan saluran drainase lingkungan semanggi terdapat 
anggaran yang dibutuhkan yaitu honor yang diberikan kepada 
PPK dengan besaran yang sudah ditentukan berdasarkan 
honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.050.000. 
Selanjutnya untuk mengetahui proses pelaksanaan 
pengadaan langsung atau penunjukan mitra kerja, peneliti 
melakukan dokumentasi. Pelaksanaan penunjukan atau 
pengadaan langsung terhadap mitra kerja dalam kegiatan 
pemeliharaan saluran drainase di kelurahan Semanggi 
dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini 
dilakukan penunjukan atau pengadaan langsung terhadap 
mitra kerja karena nominal/anggaran yang disediakan dalam 
pembangunan kurang dari Rp200.000.000. Adapun peserta 
dalam proses penujukan atau pengadaan langsung terhadap 
mitra kerja dalam kegiatan pemeliharaan saluran drainase 
atau gorong-gorong di kelurahan Semanggi berdasarkan 
Berita  Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) hanya 1 
peserta yaitu CV Berkah Jaya. 
Dapat diketahui hasil dari proses pengadaan langsung 
atau penunjukan mitra kerja kegiatan tersebut dimenangkan 
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oleh CV Berkah Jaya karena memenuhi syarat dengan nilai 
kontrak Rp83.700.000. Dengan demikian, anggaran yang 
disediakan (pagu) terdapat sisa. Nilai pagunya adalah 
Rp87.500.000. Adapun sisa anggaran tersebut masuk di kas 
daerah Kota Surakarta. 
Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat konsultan 
pengawas. Adapun yang ditunjuk sebagai konsultan 
pengawas kegiatan tersebut adalah CV Nandaka, dengan 
anggaran sebagai berikut: 
Tabel 4.13 
Rincian Anggaran Konsultan Pengawas Pemeliharaan 
Saluran Drainase Tahun 2017 
Sumber : Laporan Kegiatan APBD Tahun 2017 (APBD Reguler dan 
Perubahan) 
Dengan demikian, nilai pagu atau anggaran yang 
disediakan tersisa. Adapun sisa anggaran tersebut masuk di 
kas daerah Kota Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 
Sumber 
Dana 
Anggaran (Rupiah) 
Nilai Pagu / Target Realisasi 
Konsultan Pengawas 
Pemeliharaan Drainase 
Lingkungan 
APBD 
Rp30.100.000 Rp29.590.000 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas tentang 
implementasi strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Surakarta dalam penataan permukiman kumuh di 
kawasan Semanggi pada tahun 2017, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa secara garis besar sudah terimplementasi dengan baik, sesuai 
dengan yang diharapkan atau direncanakan. Strategi dalam penataan 
permukiman kumuh di kawasan Semanggi berdasar pada Rencana Strategi 
(Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 
Surakarta Tahun 2016-2021. Adapun strategi tersebut adalah: 
a. Percepatan pemenuhan perumahan yang tidak layak huni, dan 
b. Perwujudan kawasan bebas kumuh. 
Untuk mengetahui bagaimana strategi tersebut, dilihat berdasarkan 
teori implementasi strategi Hunger dan Wheelen dilihat dari 3 komponen, 
yaitu program, anggaran dan prosedur. Adapun program, anggaran dan 
prosedurnya, sebagai berikut: 
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1. Program 
a. Program Pengembangan Perumahan 
• Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) 
Kegiatan ini berupa bantuan kepada masyarakat yang 
rumahnya sudah tidak layak huni berdasarkan kriteria yang 
ditentukan. Peningkatan kualitas RTLH di kelurahan Semanggi 
dilakukan karena masih banyak masyarakat yang menempati 
RTLH. Dalam pelaksanaannya sebagian besar sudah berjalan dan 
terimplementasi dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan, 
meskipun terjadi sedikit permasalahan yaitu keterlambatan 
pembangunan rumah karena faktor cuaca dan suplai atau 
pengiriman material tersendat yang disebabkan susahnya akses 
menuju lokasi pembangunan. 
• Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat. 
Pembangunan sarana dan prasarana berupa Pavingisasi 
dan Pembuatan Grill Besi Saluran. Sebagaimana, pembangunan 
ini bertujuan untuk menunjang sarana dan prasarana lingkungan 
karena sarana di kelurahan Semanggi tersebut rusak. Dalam 
implementasinya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 
Selanjutnya waktu pelaksanannya sesuai dengan kontrak yaitu 
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tanggal kontrak 15 Agustus 2017 s.d 23 November 2017 (100 
hari). 
b. Program Pembangunan Saluran Drainase 
• Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase 
Pelaksanaan pemeliharaan saluran drainase didasarkan 
atas kurang terpeliharanya saluran drainase di kelurahan 
Semanggi. Pemeliharaan ini berupa pembenahan saluran drainase 
yang rusak dengan dibangun atau direnovasi menjadi lebih baik 
agar sesuai dengan peruntukannya sebagai saluran drainase. 
Adapun dalam pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan. Selanjutnya waktu pelaksanannya sesuai dengan 
kontrak yaitu tanggal kontrak 13 Oktober 2017 s.d 15 Desember 
2017 (60 hari). 
2. Anggaran 
a. Program Pengembangan Perumahan 
• Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) 
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di 
kelurahan Semanggi menggunakan dan APBD dan DAK Kota 
Surakarta dengan total anggaran dalam peningkatan kualitas 
RTLH adalah Rp990.000.000. Adapun realisasi anggaran sesuai 
dengan yang ditargetkan tidak melebihi anggaran yang dipatok 
atau harga perkiraan sendiri yaitu Rp990.000.000. 
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• Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat. 
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana 
sehat berupa pavingisasi dan pembuatan grill besi saluran di 
kelurahan Semanggi menggunakan dana APBD Kota Surakarta. 
Adapun realisasi anggaran sebesar Rp418.424.306. sebagaimana 
sesuai dengan target tidak melebihi anggaran yang dipatok (nilai 
pagu). 
b. Program Pembangunan Saluran Drainase 
• Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase 
Pemeliharaan saluran drainase di kelurahan Semanggi 
menggunakan dana APBD Kota Surakata dengan anggaran yang 
dipatok sebesar Rp87.500.000,00. Adapun realisasinya sebesar 
Rp83.700.000,00 sesuai dengan nilai kontrak. Artinya realisasi 
anggaran sesuai dengan target tidak melebihi batas anggaran. 
3. Prosedur 
a. Program Pengembangan Perumahan 
• Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) 
Prosedur pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas 
RTLH dalam pengadaan jasa dilakukan secara Swakelola. 
Adapun rincian prosedurnya dalam kegiatan peningkatan kualitas 
RTLH adalah penujukan Pejabat Pembuat Komitmen oleh Kepala 
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Dinas, Rekruitmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) secara 
terbuka, sosialisasi serta pembentukan Koordinator Penerima 
bantuan (KPB) dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) sebagai 
koordinator dilapangan ketika dropping/suplai atau pengiriman 
material. 
• Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana 
Sehat. 
Prosedur pembangunan sarana dan prasarana rumah 
sederhana sehat berupa pavingisasi dan pembuatan grill besi 
saluran di kelurahan Semanggi dilakukan Lelang sebagai mitra 
kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa kegiatan ini dilakukan Lelang 
sebagai mitra kerja karena nominal/anggaran yang disediakan 
dalam pembangunan lebih dari Rp200.000.000. Adapun 
pemenang lelang yaitu CV Adi Pura. Selain itu juga ditunjuk 
konsultan pengawas yaitu CV Pakar Semi. 
b. Program Pembangunan Saluran Drainase 
• Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase 
Prosedur kegiatan pemeliharaan saluran drainase di 
kelurahan Semanggi dilakukan pengadaan langsung atau 
penunjukan sebagai mitra kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden 
nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa kegiatan 
ini dilakukan pengadaan langsung atau penunjukan sebagai mitra 
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kerja karena nominal/anggaran yang disediakan dalam 
pembangunan kurang dari Rp200.000.000. Adapun pemenang 
dari pengadaan langsung yaitu CV Berkah Jaya. Selain itu juga 
ditunjuk konsultan pengawas yaitu CV Nandaka. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat 
saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan 
instansi terkait implementasi strategi Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam penataan permukiman 
kumuh di kawasan Semanggi, sebagai berikut: 
1. Terkait program, dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas 
perumahan yang tidak layak huni untuk dapat dilakukan koordinasi 
dengan pihak lapangan (suplier) agar suplai atau pengiriman material 
tidak tersendat. Dan kepada masyarakat dilakukan komunikasi dan 
motivasi untuk segera menyelesaikan pembangunan. Sehingga dalam 
pembangunan rumah bisa berjalan dengan lancar. 
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